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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya,
penyusunan “Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank
Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah
(Perseroda) Tahun 2025 - 2028” dapat diselesaikan dengan baik.
Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan untuk memberikan
pembenaran secara akademis dan sebagai landasan pemikiran atas
materi pokok Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, didasarkan
pada hasil kajian dan diskusi terhadap substansi materi muatan
yang terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan, serta
kebutuhan hukum masyarakat akan pengaturan mengenai

penyertaan modal pada PT. BPR BKK Jateng

Naskah akademik ini merupakan salah satu bahan primer
yang menjadi dasar dalam menjelaskan alasan diperlukannya
penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang
Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank
Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah
(Perseroda) Tahun 2025 - 2028.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, Naskah Akademik memuat tentang pendahuluan,
kajian teoritis dan praktik empiris, evaluasi dan analisis peraturan
perundang-undangan yang terkait, landasan filosofis, sosiologis,
dan yuridis, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi
muatan perundang-undangan, serta penutup yang berisikan

tentang kesimpulan dan saran. Sedangkan untuk Draft Rancangan



Peraturan Daerah dari kegiatan ini lebih mengatur tentang hal
penyertaan modal, penganggaran dan realisasi penyertaan modal,
penatausahaan dan pertanggungjawaban, pembinaan,

pengendalian, dan pengawasan, evaluasi serta sanksi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu dalam proses penyusunan kajian ini. Kami
menyadari bahwa laporan kajian naskah akademik ini masih jauh
dari sempurna, untuk itu kami dengan senang hati menerima kritik
dan saran sebagai perbaikan. Akhirnya kami berharap semoga hasil
kajian ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten
Banyumas, khususnya dalam rangka penyertaan modal daerah

pada PT. BPR BKK Jateng.

Banyumas, Januari 2024

Tim Penyusun
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem  penyelenggaraan negara Indonesia telah
mengalami transformasi dan telah terjadi pergesaran paradigma
dari sentralisasi ke desentralisasi. Ini dijelaskan dalam Pasal 18
Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan
bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan
kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ayat (5) UUDNRI
Tahun 1945 menyatakan Pemerintah daerah menjalankan
otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang
oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah
pusat. Pasal terbut yang menjadi landasan disahkannya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah. Dengan kata lain undang-undang tersebut menjadi
payung hukum dalam penyelenggaraan otonomi daerah di
Indonesia. Pemberian otonomi luas kepada daerah ini diarahkan
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta
masyarakat terutama pada tingkat daerah.

Otonomi daerah secara teoritis merupakan transformasi
penyelenggaran pembangunan dan pemerintahan di daerah,
dimana pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang lebih luas
untuk mengelola daerahnya masing-masing secara mandiri
yang hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di daerah. Menurut Mardiasmo
dalam Ramlianty (2002), transformasi paradigma dalam hal ini

terletak pada aspek akuntabilitas pemerintah daerah dalam



rangka mengelalola sumber-sumber ekonomi yang semula
bersifat akuntabilitas vertikal kepada pemerintah pusat menjadi
akuntabilitas horizontal kepada masyarakat di daerah.

Pada era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki
kewenangan dan kemampuan untuk mengelola dan menggali
sumber-sumber keuangannya sendiri agar menjadi mandiri dan
tidak sepenuhnya memiliki ketergantungan pada pemerintah
pusat. Pemerintah pusat terbatas mendukung pemerintah
daerah melalui perimbangan keuangan pusat dan daerah serta
provinsi dan kabupaten-kota. Konsekuensi lain dari
penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemerintah daerah
juga berwenang mengatur daerah dan mengelola berbagai
potensi ekonomi yang ada di wilayahnya. Dengan
kewenangannya  tersebut, daerah  berkewajiban  dan
bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyatnya melalui pengelolaan dan pemanfaatan berbagai
potensi yang ada (Wijayanto, 2013).

Di samping itu melalui otonomi yang luas, pada
lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu
meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan
kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu
perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah adalah dalam hal
penggalian dan pengelolaan keuangan daerah termasuk
memikirkan upaya dalam mengoptimalkan potensi yang ada
sebagai sumber pendapatan daerah. Sebagai upaya pengelolaan
pendapatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan,

pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan



memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau
manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari
peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan
masyarakat dan meningkatkan kemampuan perekonomian.

Sebagai ruang aktualisasi upaya pemerintah daerah
dalam mewujudkan kesejahteraan dan  meningkatan
kemampuan perekonomiannya, kemudian diatur dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang didalamnya
menjelaskan bahwa terbukanya kesempatan bagi daerah untuk
mendapatkan keuntungan melalui pendirian, pengelolaan, dan
pemanfaatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendirian,
pengelolaan dan pemanfaatan BUMD ini merupakan bentuk
dari investasi daerah dalam rangka ~mengoptimalkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BUMD diharapkan berperan tidak hanya sebagai
penyumbang pendapatan daerah melalui setoran dividen
sebagai bagian laba BUMD, tetapi juga dapat berperan sebagai
penyeimbang kekuatan pasar. Pencapaian tujuan tersebut perlu
dukungan desain organisasional yang memadai sehingga BUMD
dapat berkompetisi secara sehat dan adil dengan entitas bisnis
swasta untuk memperoleh laba dan berkontribusi kepada
pendapatan daerah berupa deviden sebagai bagian laba yang
harus disetorkan kepada pemerintah daerah guna memperkuat
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun.

Salah satu dari sekian banyak alternatif yang cukup
efektif dalam investasi daerah sebagai usaha mengoptimalkan
PAD, adalah melalui penyertaan modal daerah pada BUMD
ataupun jenis bidang usaha lain yang mampu memberikan
pengembalian/return yang cukup tinggi. Hal tersebut

merupakan cara yang cukup efektif mengingat bahwa



penggalian potensi PAD dari pajak dan retribusi daerah secara
serampangan justru dapat mengganggu perekonomian daerah.

Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah
pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang
semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi
kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai
modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya
yang dimiliki negara. Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam
rangka mengembangkan dan meningkatkan PAD, selama ini
telah melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal
daerah kepada BUMD yang ada di Kabupaten Banyumas. Salah
satunya adalah penyertaan modal pada Perseroan Terbatas
Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah
(PT. BPR BKK Jawa Tengah, Perseroda).

PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) merupakan BUMD
yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan
Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit
Kecamatan Jawa Tengah/PT. BPR BKK Jawa Tengah
(Perseroda). PT. BPR BKK Jawa Tengah merupakan konsolidasi
atau penggabungan dari 29 (dua puluh Sembilan) Perusahaan
Daerah/PD. BKK di seluruh wilayah Jawa Tengah termasuk PD.
BKK Purwokerto Selatan. Konsolidasi PD. BKK menjadi PT BKK
Jawa Tengah merupakan bagian dari proses transformasi PD.
BKK menjadi PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda), dalam
rangka untuk menyehatkan, meningkatkan efisiensi dan daya
saing, meningkatkan efektifitas pengawasan serta mempercepat
transformasi PD. BKK menjadi PT. BPR BKK Jawa Tengah

(Perseroda).



Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor
14 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang
Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, kepemilikan
modal dasar PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) terbagi atas
daerah provinsi sebesar sekurang-kurangnya 51 persen dan
daerah kabupaten/kota sebanyak-banyaknya sebesar 49
persen.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa sejak dimulainya
konsolidasi menjadi PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda),
kinerjanya masih berada pada masa penyesuaian sehingga
masih mengalami kerugian. Kerugian ini terjadi karena terdapat
beberapa BPR BKK yang kinerjanya belum sesuai harapan,
sehingga BPR BKK lain yang kinerjanya sudah baik harus ikut
menanggungnya secara bersama-sama, sehingga secara
keseluruhan kinerja PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda)
masih dalam proses pengembangan.

Tabel 1. Ringkasan Laba/ (Rugi) Usaha Bersih PT. BPR BKK
Jawa Tengah (Perseroda) Tahun 2019 - 2023 (dalam

ribu Rp)
L . .
ranun | Lebe/{Eug) G ersi
2019 (164.118.310)
2020 (125.637.840)
2021 (68.484.924)
2022 (21.293.568)
2023 33.593.847

Sumber: PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda)

Berdasarkan Laporan Keuangan PT. BPR BKK Jawa
Tengah (Perseroda) sejak dimulainya konsolidasi sejak tahun

2019 - 2022 PT. BPR BKK Jawa Tengah masih mengalami



kerugian, namun jumlah kerugiannya setiap tahun terus
mengalami penurunan. Tahun 2023 ini PT. BPR BKK Jawa
Tengah memperoleh laba bersih sebesar Rp.33.593.847.000,00
(tiga puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta
delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Berdasarkan hal
tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja dari PT. BPR BKK
Jawa Tengah semakin baik dan berkembang, dan diproyeksikan
akan semakin mengalami kemajuan.

Tabel 2. Ringkasan Laba/ (Rugi) Usaha Bersih PT. BPR BKK

Jawa Tengah Koordinator Purwokerto (Perseroda)
Tahun 2019 - 2023 (dalam ribu Rp)

Laba/(Rugi) Usaha Bersih
Tahun (galafli)Juta Rp.)
2019 (208)
2020 4.486
2021 1.592
2022 4.337
2023 574

Sumber: PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda)
Sementara itu, perolehan laba bersih pada PT. BPR BKK

Jawa Tengah (Perseroda) Koordinator Purwokerto memiliki
perkembangan cukup bervariasi. Tahun 2022 laba bersih yang
diperoleh sebesar Rp.4.337.000.000,00 (empat miliar tiga ratus
tiga puluh tujuh juta rupiah). Pada tahun 2023 perolehan laba
menurun cukup drastis yaitu sebesar Rp.574.000.000,00 (lima
ratus tujuh puluh empat juta rupiah). Penurunan ini
disebabkan karena timbulnya beban biaya penyisihan (PPAP-
WD) kredit macet seorang nasabah, yang ditargetkan selesai
bulan Februari 2024. Meskipun demikian, melihat kinerjanya
secara umum, PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) masih

memiliki prospek yang baik dimasa yang akan datang dan



memiliki peluang cukup besar dalam berkontribusi terhadap
peningkatan PAD Kabupaten Banyumas.

Dengan demikian, mencermati dan melihat prospek dan
peluang kontribusi penyertaan modal daerah terhadap PAD
Kabupaten Banyumas dimasa yang akan datang, maka
penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyumas kepada PT.
BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) masih dapat dikatakan
cukup layak dengan syarat perlu adanya peningkatan kinerja
pada PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda). Oleh karena itu,
nilai penyertaan modal tersebut layak untuk terus dilakukan.

Sesuai dengan penjelasan misi PT. BPR BKK Jawa Tengah
(Perseroda), yaitu berfokus pada pembiayaan usaha mikro kecil
dan menengah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah, sehingga berdirinya PT. BPR BKK Jawa Tengah
(Perseroda) akan memberikan kontribusi bagi pembangunan
diberbagai sektor terutama pembiayaan UMKM yang
selanjutnya mampu menunjang pembangunan daerah yang
berkelanjutan dimasa kini maupun masa mendatang. Selain itu,
adanya PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) akan mendukung
pertumbuhan ekonomi regional dengan mengutamakan
kegiatan retail banking dan mendorong pengembangan ekonomi
daerah dengan mengutamakan pembiayaan pada sektor usaha
kecil sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat. Atas
pertimbangan tersebut, maka PT. BPR BKK Jawa Tengah
(Perseroda) perlu diberikan penambahan penyertaan modal oleh
Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Penyertaan modal oleh pemerintah daerah secara hukum
juga telah diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 304 Ayat (1) yang menyatakan

bahwa: “Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada



Badan Usaha Milik Negara dan/atau BUMD.” Selanjutnya pada
Pasal 304 Ayat (2) juga menyatakan bahwa: “Penyertaan modal
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah,
dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan
kepada Badan Usaha Milik Negara dan/atau BUMD.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017
Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah Pasal
12 Ayat (6) dan (7) bahwa dalam hal modal disetor belum
mencapai modal dasar, daerah kabupaten/kota berkewajiban
menganggarkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota
dengan persetujuan DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota.

Perlu juga diketahui, bahwa dalam rangka penyertaan
modal yang dilakukan pemerintah daerah harus dilaksanakan
melalui peraturan daerah. Hal ini tertuang di dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Pasal 78 ayat (2)
dinyatakan bahwa: “Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat
dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun
anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan”.

Kemudian mengacu Pada Pasal 57 Juncto Pasal 62
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa
Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau
keterangan dan/atau Naskah Akademik. Penyusunan Naskah

Akademik Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai



dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. Dengan demikian
penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota harus disertai
dengan naskah akademik.

Berdasarkan penjelasan tersebut sehingga, keberadaan
naskah akademik merupakan sebuah keharusan yang tak
terelakkan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah
Kabupaten Banyumas tentang Penyertaan Modal Daerah Pada

PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) ini.

. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan pada
subbab di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan
sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimanakah permasalahan hukum yang dihadapi dalam
penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pada PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda)?

2. Bagaimana wurgensi penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Pada PT. BPR BKK Jawa Tengah
(Perseroda) Tahun 2025 - 20287

3. Bagaimana landasan filosofis, landasan sosiologis, dan
landasan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Pada PT. BPR BKK Jawa Tengah
(Perseroda)?

4. Bagaimana sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan,

dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah



Kabupaten Banyumas Tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Pada PT. BPR BKK Jawa Tengah
(Perseroda) Tahun 2025 - 20287

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pengidentifikasian masalah yang telah
dijelaskan sebelumnya, tujuan penyusunan Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang
Penyertaan Modal Pada PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda)
Tahun 2025 - 2028 yaitu mengkaji secara akademik pokok-
pokok materi yang harus ada dan tercantum dalam rancangan
peraturan daerah. Selain itu, penyusunan Naskah Akademik ini
merupakan dasar acuan atau referensi bagi Pemerintah
Kabupaten Banyumas dan DPRD Kabupaten Banyumas dalam
pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah Pada PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) Tahun 2025
— 2028. Secara lebih rinci tujuan penyusunan naskah akademik
ini adalah:

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi dalam
penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pada PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) Tahun 2025 -
2028;

2. Memberikan bahan dan data pembanding antara peraturan
perundang-undangan yang ada dalam merancang
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. BPR BKK Jawa
Tengah (Perseroda) Tahun 2025 — 2028;
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3.

Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis,
sosiologis, yuridis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pada PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) Tahun 2025 -
2028;
Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang
lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. BPR
BKK Jawa Tengah (Perseroda) Tahun 2025 — 2028;

Adupun kegunaan dari Naskah Akademik Rancangan

Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas Tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. BPR BKK Jawa
Tengah (Perseroda) Tahun 2025 — 2028 adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

Memberikan bahan acuan bagi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Banyumas
dalam merumuskan materi muatan pembentukan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. BPR
BKK Jawa Tengah (Perseroda) Tahun 2025 - 2028;
Memberikan bahan masukan kepada pemerintah daerah
mengenai urgensi dan substansi pembentukan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Pada PT. BPR BKK Jawa Tengah
(Perseroda) Tahun 2025 — 2028;

Mempermudah perumusan tujuan, asas-asas dan norma
pasal-pasal Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT.
BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) Tahun 2025 - 2028;
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D. Metode
Metode yang digunakan pada proses penyusunan Naskah
Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. BPR BKK Jawa
Tengah (Perseroda) tahun 2025 — 2028 adalah metode penelitain
yuridis normatif. Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:
1. Pendekatan

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya
merupakan suatu kegiatan penelitian. Berdasarkan hal
tersebut maka pada prosesnya digunakan metode
penyusunan yang berbasiskan pada metode penelitian
hukum baik melalui pendekatan yuridis normatif, empiris,
maupun penelitian sosial dengan metode survei dengan
menggunakan data primer ataupun data sekunder.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas tentang Penyertaan Modal Daerah
Pada PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) disusun
menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan
pendekatan pada peraturan perundang-undangan (statue
approach) yaitu dengan mengkaji dan menganalisis
keterhubungan antara peraturan daerah dan beberapa
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan relevan
dengan topik masalah yang diteliti.

Pendekatan yuridis normatif pokok yang digunakan
dalam penyusunan naskah akademik ini, yaitu: pendekatan
dogmatik hukum, pendekatan teori hukum dan filsat

hukum.
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2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian hukum ini berasal dari

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

hukum tertier.

a. Bahan Hukum Primer ini terdiri dari peraturan

perundang-undangan yang memiliki keterkaitan secara

langsung dengan masalah pembentukan Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang
Penyertaan Modal Daerah Pada PT. BPR BKK Jawa
Tengah (Perseroda) tahun 2025 - 2028, yakni:

1)

2)

3)

4)

5)

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43355);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Idonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
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6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja.

7) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008
tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5261)

8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6173);

b. Bahan Hukum Sekunder, ini berupa literatur-literatur
ilmu hukum, hasil penelitian, literatur dan dokumen
resmi lainnya yang terkait dengan masalah yang dikaji.

c. Bahan Hukum Tertier, ini berupa kamus hukum, kamus
bahasa dan kamus pemerintahan yang dapat
memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam
penulisan naskah akademik ini.

3. Teknik Pengumpulan Data
Data-data yang digunakan dalam penelitian ini

diperoleh dan dikumpulkan dengan studi dokumen atau



studi pustaka yang meliputi usaha-usaha pengumpulan
data dengan cara menginventarisasi, membaca, mengkaji,
mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep, asas dan
norma hukum yang mempunyai kaitan erat dengan pokok
permasalahan. Selanjutnya data yang diperoleh, diedit,
diidentifikasi secara khusus objektif dan sistematis
diklarifikasikan, disajikan dan selanjutnya dianalisis lebih

lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

. Teknik Analisis data

Teknik analisis data pada penyusunan naskah
akademik ini dilakukan menggunakan metode deskriptif
yuridis dan kualitatif, melalui proses interpretasi, penalaran
konseptual dan kontekstualitasnya dengan masalah yang
dikaji, dimana langkah-langkah yang dilakukan adalah
sebagai berikut:

a. Mendikripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis
terkait pelaksanaan dari peraturan perundang-
undangan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Kepada PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda); dan

b. Menganalisis urgensi pembentukan peraturan daerah
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada

PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda).
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BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis
1. Otonomi dan Kemandirian Daerah

Otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dengan penerapan asas otonomi, terbuka
kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk
mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara
optimal. Masalah ini mencakup isu yang luas, terkait dengan
isu nasionalisme dan nation building, demokrasi nasional
dan lokal, hubungan antara negara dan masyarakat, serta
dinamika kekuasaan antara pusat dan daerah.

Menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia
(2008), otonomi merujuk pada pola pemerintahan
independen. Secara etimologis, istilah otonomi berasal dari
gabungan kata Yunani "autos" yang berarti sendiri, dan
"nomous" yang merujuk kepada hukum atau peraturan.
Menurut Manan (1994) otonomi daerah dapat diartikan
sebagai metode pembagian wewenang, tugas, dan tanggung
jawab untuk mengelola urusan pemerintahan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan
demikian, pemerintah daerah memegang kewenangan
tertentu dalam menangani berbagai urusan pemerintahan,
baik melalui penyerahan, pengakuan, maupun penanganan
urusan rumah tangga daerah sendiri.

Encyclopedia of Social Science menyatakan bahwa

otonomi adalah kecukupan hukum dari entitas sosial yang



mencerminkan kemandiriannya yang sebenarnya (the legal
self sufficiency of social body its actual independence). Oleh
karena itu, terdapat dua karakteristik esensial dari otonomi,
yakni kecukupan hukum (legal self-sufficiency) dan
kemandirian aktual (actual independence). Dengan
demikian, otonomi daerah mengacu pada wilayah yang
memiliki kecukupan hukum yang bersifat pemerintahan
sendiri, diatur dan diurus oleh undang-undang,
sebagaimana yang dijelaskan oleh S.L.S. Danuredjo yang
mendefinisikan otonomi sebagai zelfwetgeving atau proses
pengundangan sendiri (Danuredjo, 1967).

Secara normatif, definisi otonomi daerah menurut
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 6 Bab I ketentuan umum
adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Daerah Otonom
merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah. Pemberian otonomi yang seluas-
luasnya ke Pendapatan Asli Daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran
serta masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah diwujudkan melalui azas
desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
Desentralisasi merupakan  pendelegasian wewenang
pemerintahan oleh pemerintah daerah kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dalam konteks Negara Kesatuan Republik
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Indonesia. Sementara itu, dekonsentrasi mencakup
penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah
kepada gubernur sebagai perwakilan pemerintah, dan/atau
kepada instansi vertikal di suatu wilayah tertentu. Tugas
pembantuan, di sisi lain, merujuk pada penugasan yang
diberikan oleh pemerintah kepada daerah atau desa,
pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa,
serta pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk
melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa
Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan
mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas
Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi
yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-
seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip
negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya
ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional
dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu,
seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah,
tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk
itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan
satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan
dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh
Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.
Pembedanya adalah terletak pada bagaimana
memanfaatkan kearifan, potensi,inovasi, daya saing, dan

kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut
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di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung

pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah
diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab
di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari
praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya
perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan
daerah (Widjaja, 2007). Dengan demikian prinsip otonomi
daerah adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Otonomi Luas bahwa yang dimaksud otonomi
luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang,
hak, dan kewajiban untuk menangani urusan
pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah
pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu
daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di samping
itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani
urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam
rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah,
dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri
terutama dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik
masing-masing daerah.

b. Prinsip Otonomi Nyata bahwa yang dimaksud prinsip
otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan
kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang
senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan
berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik
daerah masing-masing.

c. Prinsip Otonomi yang Bertanggungjawab bahwa yang

dimaksud dengan prinsip otonomi yang bertanggung
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jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya
harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian
otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan
daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan dan
keleluasaan di semua sektor pemerintahan, kecuali dalam
hal-hal yang terkait dengan politik luar negeri, pertahanan
keamanan, peradilan, kebijakan moneter dan fiskal, agama,
perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan
nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem
administrasi dan perekonomian negara, pembinaan dan
pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang
bersifat strategis, serta dalam konteks konservasi dan
standarisasi nasional.

Otonomi daerah yang diberikan kepada daerah
merupakan peluang sekaligus tantangan bagi kemajuan
bangsa. Disebut peluang, karena dengan kewenangan yang
luas disertai berbagai sumber daya (alam, manusia, sosial-
budaya) yang telah diserahkan, maka daerah memiliki
kebebasan untuk melakukan kreasi dan inovasi. Dinamakan
tantangan, karena untuk mencapai kemajuan, daerah
dituntut bekerja keras dan cerdas mendayagunakan
berbagai modal yang dimiliki, baik modal berupa uang
(money capital), modal intelektual (intellectual capital),
maupun modal sosial (social capital guna mencapai
kesejahteraan masyarakat daerah khususnya, dan bangsa
pada umumnya (Wasistiono, 2009).

Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal

2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah
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menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, & daya saing
daerah.

Otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat setelah pelayanan maksimal dan memadai,
diharapkan kesejahteraan masyarakat Pendapatan Asli
Daerah suatu daerah otonom bisa lebih baik dan meningkat.
Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan
bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan
wewenangnya secara tepat, bijak dan sesuai dengan yang
diharapkan. Lebih lanjut, dengan adanya otonomi daerah
diharapkan adanya peningkatan pelayanan umum secara
maksimal dari lembaga pemerintah masing-masing daerah.
Dengan pelayanan yang maksimal tersebut, diharapkan
masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari
otonomi daerah. Selain itu, otonomi daerah dapat
meningkatkan daya saing daerah. Dengan menerapkan
otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing
daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman
suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah
tertentu serta tetap mengacu Pendapatan Asli Daerah
semboyan Negara kita “Bhineka Tunggal 1ka”.

Tujuan peletakan kewenangan dalam
penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan
kesejahteraan  rakyat, pemerataan dan  keadilan,
demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal
dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah
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adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada
masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk
berpartisipasi dalam proses pembangunan (Bratakusmah &
Solihin, 2004).

Salah satu aspek penting pelaksanaan kewenangan
otonomi daerah adalah mengetahui tingkat kemandirian
daerah dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan melalui peningkatan
potensi penerimaan daerah (Enceng et al., 2012). Evaluasi
kemampuan daerah dalam menerapkan otonomi dapat
diukur melalui kinerja keuangan daerah, yang
mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Kemandirian
keuangan daerah mencerminkan sejauh mana daerah
bersifat tidak terlalu bergantung pada sumber dana yang
berasal dari pemerintah pusat dan provinsi. Sejalan dengan
hal tersebut, semakin tinggi kemandirian keuangan daerah,
semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap
bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.

Penerapan otonomi daerah juga dimaksud sebagai
upaya mewujudkan terciptanya pusat pusat kota baru yang
bersifat metropolitan, kosmopolitas, sebagai sentra
perdagangan, bisnis dan industry. Inti pelaksanaan otonomi
daerah adalah untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri
atas dasar prakarsa, kreatifitas, peran serta aktif
masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan
daerahnya. Hakekat dari otonomi daerah adalah kebebasan
dan kemandirian dalam hal mengatur dan mengurus yang
merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan

daerah.
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Kemandirian keuangan daerah juga mencerminkan
tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan
daerah, di mana tingkat kemandirian keuangan daerah yang
semakin tinggi menunjukkan partisipasi masyarakat yang
lebih aktif dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
Sebagai salah satu bagian dari penerimaan daerah,
Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan tingkat
otonomi keuangan daerah. Pajak dan retribusi daerah
merupakan unsur-unsur yang menyusun PAD. Tingkat
kemandirian keuangan daerah dapat diamati melalui
perbandingan antara PAD dan pendapatan yang diterima
dari pemerintah pusat.

Konsep Investasi dan Penyertaan Modal

Investasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia
didefinisikan sebagai penanaman uang atau modal dalam
suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh
keuntungan. Istilah penyertaan modal diterjemahkan
menjadi Bahasa Inggris, maka menurut Kamus Indonesia
Inggris karangan John M. Echols dan Hasan Shadily, kata
penyertaan diterjemahkan menjadi “participation”, sedangka
kata modal diterjemahkan menjadi “financial capital”.
Implikasinya, istilah penyertaan modal apabila
diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi capital
participation atau equity participation.

Investasi merupakan suatu kegiatan untuk
mengalokasikan segala sumber daya yang ada saat ini untuk
memberikan manfaat di masa mendatang. Investasi tidak
hanya terbatas pada sebuah individu, tetapi juga dapat
dilakukan oleh sebuah badan maupun pemerintah, baik

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Secara
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umum, terdapat dua jenis investasi berdasarkan waktu,
yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
Investasi jangka panjang terbagi lagi menjadi dua bagian,
yaitu investasi jangka panjang permanen dan investasi
jangka panjang non permanen. Investasi pemerintah
merupakan bagian jenis investasi jangka panjang permanen.
Investasi pemerintah diartikan sebagai pengalokasian dana
dalam jangka panjang sebagai wujud investasi berbentuk
saham maupun investasi langsung untuk mendapat
manfaat secara ekonomi dan sosial. Pemerintah biasanya
menginvestasikan uangnya pada badan hukum (Bakroh,
2020).

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau
lebih aset yang dimiliki, biasanya dengan jangka waktu yang
cukup lama, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan
di masa depan. Selain untuk mendanai pembelian aset
investasi, investasi juga memerlukan sumber dana untuk
modal kerja (Suliyanto, 2010). Modal kerja merupakan
modal yang diperlukan untuk belanja operasi sehari-hari,
misalnya untuk memberikan persekot pembelian bahan
mentah, membayar upah, dimana dana yang dikeluarkan
tersebut akan segera kembali masuk ke perusahaan dalam
waktu yang pendek melalui hasil penjualan produksinya
(Suliyanto, 2010).

Partisipasi pemerintah daerah dalam investasi
merupakan bagian integral dari manajemen keuangan
negara. Seperti halnya dengan investasi yang dilakukan oleh
pemerintah pusat, investasi pemerintah daerah juga
memegang peran penting dalam memberikan dampak bagi

daerah yang melakukan investasi tersebut. Berdasarkan
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 52
Tahun 2012, dijelaskan bahwa investasi pemerintah daerah
adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik
daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk
investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung,
yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan
manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam
jangka waktu tertentu. Investasi Langsung adalah
penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh
pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan wusaha.
Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk:
meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan
perekonomian daerah; meningkatkan pendapatan daerah;
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan
Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun
2012 mengenai Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah, investasi pemerintah diarahkan untuk memberikan
manfaat ekonomi dan sosial, bersama dengan manfaat
lainnya. Manfaat tambahan ini mencakup keuntungan
berupa dividen, peningkatan layanan, peningkatan
penerimaan daerah, peningkatan lapangan kerja, serta
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya
dengan investasi pemerintah pusat, investasi pemerintah
daerah dapat berbentuk investasi surat berharga atau
saham, serta investasi secara langsung. Investasi surat
berharga melibatkan pembelian surat utang atau saham,
sementara investasi secara langsung dapat dilakukan
melalui pemberian pinjaman atau penyertaan modal oleh

pemerintah daerah.
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Definisi umum dari penyertaan modal adalah suatu
tindakan untuk  memperoleh  kepemilikan  dalam
perusahaan, baik yang baru berdiri maupun yang sudah
beroperasi, melalui penyetoran modal ke entitas tersebut.
Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah merujuk pada
pemindahan kepemilikan aset daerah yang sebelumnya
tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk
dianggap sebagai modal atau saham daerah. Tujuan dari
penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah adalah untuk
meningkatkan produktivitas pemanfaatan tanah, bangunan,
dan kekayaan lain yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah
melalui pembentukan kemitraan usaha yang saling
menguntungkan. Penyertaan modal ini bertujuan untuk
meningkatkan  sumber Pendapatan  Asli  Daerah,
pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, serta
penyerapan tenaga kerja.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah, bahwa pemerintah daerah dapat
melakukan investasi secara langsung kepada badan usaha
dengan tujuan untuk memiliki hak kepemilikan. Salah satu
investasi langsung yang dilakukan adalah dengan
penyertaan modal pemerintah daerah. Penyertaan modal
daerah yang diberikan adalah dalam bentuk uang.

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003, pengelolaan
keuangan mnegara merupakan bagian dari kekuasaan
pemerintahan. Selanjutnya  kekuasaan  pengelolaan
keuangan negara dari presiden diserahkan kepada
gubernur/bupati/walikota selaku kepala daerah untuk

mengatur dan mengelola keuangan daerah serta mewakili
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pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah
yang dipisahkan. Meninjau dari peraturan tersebut, dapat
diartikan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan
untuk mengembangkan perekonomiannya. Perkembangan
perekonomian tersebut salah satunya dapat dilihat dari
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu cara
meningkatkan PAD adalah dengan melakukan penyertaan
modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD).

Dalam struktur penerimaan daerah, terdapat
komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber
dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi
sangat signifikan ketika pemerintah daerah berupaya
meningkatkan pendapatan untuk membiayai pelayanan
publik yang secara langsung berdampak pada masyarakat.
Meski demikian, kenyataannya hasil yang diperoleh dari aset
yang dipisahkan ini cenderung minim, sehingga investasi
yang terus-menerus dilakukan dapat dianggap sebagai
beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), tanpa memberikan kontribusi yang berarti terhadap
peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan
modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan
bagian dari investasi jangka panjang daerah, dan jumlahnya
diakumulasikan dalam neraca sebagai aset. Dalam konteks
penganggaran, penyertaan modal atau investasi ini tidak
diakui sebagai belanja, melainkan dimasukkan sebagai
pengeluaran pembiayaan.

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah

upaya meningkatkan produktifitas pemanfaatan tanah
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dan/atau bangunan serta kekayaan lainnya milik
Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan
saling menguntungkan. Tujuan Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan: (i) sumber
Pendapatan Asli Daerah; (ii) pertumbuhan ekonomi; (iii)
pendapatan masyarakat; dan (iv) penyerapan tenaga kerja.
Dalam rangka untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka
penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan
berdasarkan atas prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang
transparan dan akuntabilitas. Daerah dalam melakukan
penyertaan modal wajib memperhatikan ketentuan dalam
UU Pemda terutama pasal 286 (3) bahwa Hasil pengelolaan
kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan
Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Di sisi lain, hasil yang diterima dari investasi yang
telah dilakukan dikategorikan sebagai Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Oleh karena itu, kebijakan umum APBD
(KUA) akan memuat informasi tentang pendapatan dan
pembiayaan ini. Ada beberapa persoalan dalam hal
pengelolaan keuangan daerah (Novianto et al., 2015).
Pertama, urgensi penyertaan modal Pemda salah satu
tujuan pembentukan BUMD adalah untuk meningkatkan
pelayanan publik yang dapat diberikan oleh Pemda dengan
menggunakan pendekatan bisnis. Meski BUMD dibentuk
untuk mencari keuntungan, namun tanpa harus

menghilangkan aspek pelayanan publik. BUMD tidak
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mendapat saingan dari investasi swasta karena bidang
usaha yang dijalankannya membutuhkan modal besar dan
masa pengembalian investasi yang membutuhkan waktu
sangat lama.

Persoalan kedua pengelolaan keuangan daerah yaitu
makna Pemda sebagai pemilik BUMD/pemodal terkait
dengan manajemen dan pengawasan BUMD. Pemda sebagai
pemilik BUMD bisa selaku pemilik penuh apabila
keseluruhan modal BUMD bersumber dari Pemda. BUMD
dengan pemilik tunggal ini berbentuk perusahaan umum
(Perum), sementara jika Pemda bukan pemilik tunggal
bentuk perusahaan adalah perseroan terbatas (PT). Pemda
sendiri melakukan investasi setelah menganggarkan terlebih
dahulu dalam Perda APBD komponen pembiayaan berupa
penyertaan modal daerah/investasi. Oleh karena itu,
penyertaan modal ini harus memperoleh persetujuan dulu
dari lembaga perwakilan daerah (DPRD).

BUMD sebagai sumber pendapatan daerah secara
legal formal diakui dalam peraturan perundang-undangan,
sehingga muncul rekening “Bagian laba atas penyertaan
modal pada perusahaan milik daerah (BUMD)” (Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006). Namun, hal ini juga bermakna
bahwa jika BUMD tidak memperoleh laba, maka Pemda juga
tidak akan memperoleh PAD dari BUMD tersebut. Dengan
demikian, besaran PAD yang diperoleh Pemda dari BUMD
tergantung pada besaran laba yang diperoleh BUMD. Dalam
Permendagri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyusunan APBD TA 2010 disebutkan bahwa BUMD tidak
boleh dibebani target PAD apabila BUMD masih merugi atau
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“berada” dalam upaya mendukung program Pemerintah
berupa penyediaan air bersih (khusus bagi PDAM).

Badan Usaha Milik Daerah memiliki peranan penting
bagi daerah karena dapat meningkatkann pembangunan
daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-
masing BUMD. Penyertaan modal yang digunakan untuk
investasi dapat meningkatkan kinerja operasional, kinerja
keuangan, serta kinerja pelayanan BUMD. Apabila kinerja
keuangan BUMD terus berkembang, maka pendapatan
daerah juga akan meningkat. Hal tersebut dikarenakan
BUMD akan memberikan dividen atau bagi hasil kepada
pemerintah daerah sesuai dengan porsi yang telah
disepakati.

Evaluasi terhadap penyertaan dalam  suatu
perusahaan akan bergantung pada kinerja dan keadaan
perusahaan tersebut. Gambaran dari kinerja dan keadaan
tersebut tercermin dalam laporan keuangan. Oleh karena
itu, untuk menilai kelayakan suatu usaha, penyelidikan
harus dilakukan terhadap laporan keuangan. Salah satu
metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu
investasi adalah dengan menerapkan analisis keuangan.
Analisis keuangan, terutama analisis rasio dan tren, menjadi
alat yang sangat berguna dalam mendukung proses
penilaian bisnis. Secara khusus, analisis ini dapat
digunakan sebagai sarana untuk mencari perusahaan
sebanding yang dapat dijadikan acuan, serta dalam
menerapkan berbagai metode penilaian. Penggunaan
analisis keuangan juga bertujuan untuk memahami kondisi

dan posisi keuangan perusahaan, yang diperlukan untuk
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mendukung proyeksi pendapatan yang telah disusun serta
menyimpulkan hasil evaluasi secara keseluruhan.

Analisis keuangan perlu dilakukan secara terpadu dan
komprehensif; biasanya meliputi kegiatan untuk mengkaji
kinerja perusahaan beberapa tahun belakang (historical
financial statement analysis) sedikitnya dalam 5 tahun
terakhir dalam suatu tabel analisis komprehensif. Kajian
secara komprehensif difokuskan ke dalam:

a. Analisis rasio likuiditas dan solvabilitas (credit ratio)

b. Analisis aktivitas

c. Analisis resiko, baik resiko bisnis maupun keuangan

d. Analisis profitabilitas dan tingkat pengembalian atas
modal yang diterima.

Penilaian keuangan tersebut umumnya dilakukan
untuk mengevaluasi performa keuangan suatu perusahaan
selama periode tertentu. Pendekatan ini melibatkan
penggunaan rasio keuangan dan analisis tren pada setiap
komponen keuangan. Melalui analisis ini, dapat diperoleh
pemahaman tentang fluktuasi setiap komponen, mendeteksi
fluktuasi yang signifikan, dan mengidentifikasi penyebab
terjadinya fluktuasi tersebut.

Berdasarkan analisis keuangan tersebut dapat ditarik
kesimpulan secara komprehensif tentang kinerja
perusahaan, khususnya tentang stabilitas, pertumbuhan
dan potensinya dalam memberikan balikan penyedia kapital.
Hal yang penting untuk diketahui dan disimpulkan adalah
keyakinan tentang  kesinambungan (sustainability)
pertumbuhan kinerja perusahaan yang akan menjadi

langkah awal dalam proyeksi ke depan.
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Berkenaan dengan penilaian kelayakan penyertaan
modal pemerintah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
diperlukan suatu kajian yang mempertimbangkan
lingkungan yang dinamis dan persaingan yang semakin
ketat. Modal pemerintah dalam BUMD tidak dapat hanya
bergantung pada pengalaman dan intuisi semata mengingat
kondisi yang terus berubah. Oleh karena itu, pemerintah
daerah perlu melakukan studi kelayakan terhadap rencana
penyertaan modal untuk menghindari investasi yang tidak
tepat di masa mendatang. Selain itu, investor selain
pemerintah daerah juga memerlukan kajian kelayakan
untuk berbagai kepentingan sebelum melaksanakan
investasi.

Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian yang
bertujuan untuk memutuskan apakah sebuah investasi
dinyatakan layak untuk dilaksanakan atau tidak. Sebuah
investasi dinyatakan layak wuntuk dilaksanakan jika
investasi tersebut dapat mendatangkan manfaat yang lebih
besar bagi semua pihak (stakeholder) daripada dampak
negatif yang ditimbulkan. Menurut Subagyo (2007) studi
kelayakan adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu
ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide tersebut untuk
dilaksanakan.

Setiap investasi memerlukan adanya studi kelayakan
pada awal memulai usahanya meskipun dengan intensitas
yang berbeda-beda. Intensitas pada penyusunan studi
kelayakan tergantung kepada beberapa, yaitu:

a. Besar kecilnya dampak yang ditimbulkan
Semakin besar dampak yang dapat ditimbulkan dari

investasi penanaman modal yang akan dijalankan, maka
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menuntut kecermatan yang lebih tinggi dalam
menyusun studi kelayakan, namun sebaliknya semakin
kecil dampak dapat ditimbulkan dari investasi yang akan
dijalankan maka tidak terlalu menuntut kecermatan
yang tinggi dalam menyusun studi kelayakan.

b. Besar kecilnya tingkat kepastian investasi penanaman
modal
Semakin besar tingkat ketidakpastian suatu investasi
penanaman modal, maka semakin tinggi intensitas
dalam menyusun studi kelayakan investasi, namun
sebaliknya semakin kecil tingkat ketidakpastian
investasi, maka semakin rendah intensitas dalam
menyusun studi kelayakan.

c. Nilai investasi yang dibutuhkan
Semakin besar nilai investasi penanaman modal yang
ditanamkan pada suatu investasi, maka diperlukan
kecermatan yang lebih tinggi dalam menyusun studi
kelayakan investasi, namun sebaliknya semakin kecil
investasi penanaman modal yang ditanamkan maka
semakin sederhana studi kelayakan yang dilakukan.

Untuk memperoleh kesimpulan yang kuat tentang

dijalankan atau tidaknya sebuah investasi, perlu dilakukan

studi kelayakan yang mendalam pada beberapa aspek

kelayakan, yaitu:

a. Aspek Hukum
Aspek hukum menganalisis kemampauan pelaku usaha
dalam memenuhi ketentuan hukum dan perizinan yang
diperlukan untuk menjalankan bisnis di wilayah

tertentu.
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b. Aspek Lingkungan
Aspek lingkungan menganalisis kesesuaian lingkungan
sekitar (baik lingkungan operasional, lingkungan dekat
dan lingkungan jauh) dengan investasi yang akan
dijalankan, dalam aspek ini juga dianalisis dampak
investasi bagi lingkungan.

c. Aspek Pasar dan Pemasaran
Aspek pasar menganalisis potensi pasar, intensitas
persaingan, market share yang dapat dicapai serta
menganalisis strategi pemasaran yang dapat digunakan
untuk mencapai market share yang harapkan.

d. Aspek Teknis dan Teknologi
Aspek teknis menganalisis kesiapan teknis dan
ketersediaan teknologi yang dibutuhkan untuk
menjalankan investasi.

e. Aspek Manajeman dan Sumberdaya Manusia
Aspek manajemen dan = sumberdaya = manusia
menganalisis tahap-tahap pelaksanaan bisnis dan
kesiapan tenaga kerja baik tenaga kerja kasar maupun
tenaga kerja terampil yang diperlukan untuk
menjalankan bisnis.

f. Aspek Keuangan
Aspek keuangan menganalisis besarnya tingkat
pengembalian investasi dari investasi yang akan
dijalankan.

Berdasarkan uraian tersebut maka studi kelayakan
merupakan keharusan yang harus dilakukan oleh
pemerintah daerah sebelum melakukan penyertaan modal,

meskipun dengan tingkat intensitas yang berbeda. Hal ini
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dilakukan dengan tujuan untuk mencegah risiko dan

kesalahan investasi di masa depan.

. Badan Usaha Milik Daerah

Dengan penerapan otonomi daerah, muncul istilah
desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merujuk pada
pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan
diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal, daerah
diberikan kewenangan untuk mengatur sistem pembiayaan
dan pembangunan sesuai dengan potensi dan kapasitas
masing-masing, termasuk dalam pendirian dan pengelolaan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD adalah istilah
yang digunakan di Indonesia untuk menggambarkan entitas
hukum yang didirikan oleh negara (pemerintah daerah)
untuk beroperasi di sektor ekonomi dan perdagangan. Modal
perusahaan dapat sepenuhnya atau sebagian dimiliki oleh
pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah
untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di
daerah yang bersangkutan, dalam bentuk melaksanakan
pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada
masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatam umum, dan
peningkatan penghasilan bagi pemerintah daerah.

Dari segi teori, mendirikan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) dianggap sebagai pendekatan terbaik untuk
memberdayakan ekonomi daerah, terutama ketika tujuan
pengelolaan daerah adalah untuk dilakukan secara
profesional. Dalam kerangka ini, aset pemerintah daerah,
baik yang berbentuk BUMD maupun potensi lainnya, akan
dikelola dengan cara yang mirip dengan perusahaan swasta,

fokus pada optimalisasi keuntungan tanpa mengabaikan
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aspek sosial sebagai public goods. Secara umum, aset daerah
yang dapat dioptimalkan mencakup seluruh kekayaan
daerah yang memiliki nilai ekonomi. Melalui pengelolaan
aset daerah ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi
signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan
memperkuat keuangan daerah secara keseluruhan.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan
usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang
modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik
pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah, bahwa: BUMD terdiri atas: (a). perusahaan
umum Daerah; dan (b). perusahaan perseroan Daerah.
Sejalan dengan itu dijelaskan pula dalam Pasal 3 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk
Hukum Badan Usaha Milik Daerah, bahwa BUMD yang
bentuk hukumnya berupa perusahaan daerah sekarang
disebut Perusahaan Umum Daerah (Perumda) tunduk pada
peraturan perundang-undangan yang Dberlaku yang
mengatur perusahaan daerah. Sedangkan BUMD yang
bentuk hukumnya berupa perseroan terbatas sekarang
disebut Perusahaan Perseroan Daerah (Perusda) tunduk
pada undang-undang tentang perseroan terbatas.
Perubahan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi
perseroan terbatas tidak mengubah fungsinya sebagai
pelayanan umum dan sekaligus tetap menjadi sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk
membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui

keputusan yang diatur dalam Peraturan Daerah. Proses
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pendirian BUMD ini didasarkan pada kebutuhan khusus
daerah dan penilaian atas kelayakan sektor usaha yang
akan menjadi fokus BUMD yang dibentuk. Dengan kata lain
pemerintah daerah dapat mendirikan BUMD dengan modal
yang dimiliki untuk menunjang penyelenggaraan
pemerintah daerah serta peningkatan Pendapatan Asli
Daerah. Dalam hal ini keberadaan BUMD untuk mencari
keuntungan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli
daerah dari dividen yang disetorkan ke kas daerah. Deviden
yang diperoleh dari BUMD tersebut kemudian akan menjadi
pendapatan pemerintah daerah yang meningkatkan
kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan daerah.
Pembagian konsep BUMD yang berorientasi pada bisnis dan
pelayanan pada masyarakat sebenarnya memiliki beberapa
konsekuensi. Untuk BUMD yang berorientasi pada aspek
bisnis diharapkan dapat memberikan keuntungan secara
finansial. Sedangkan BUMD yang berorientasi pada
pelayanan masyarakat diharapkan mampu memenuhi
kebutuhan dan  kepentingan  masyarakat umum
(Muhammad et al., 2020).

Berdasarkan makna dan substansi BUMD tersebut,
dapat diderivasikan beberapa karakteristik BUMD yaitu
merupakan badan usaha yang didirikan oleh pemerintah
daerah, status kepemilikan yang dapat dimiliki oleh satu
pemerintah daerah, lebih dari satu pemerintah daerah, satu
pemerintah daerah dengan bukan daerah, atau lebih dari
satu pemerintah daerah dengan bukan daerah. BUMD
bukan merupakan bagian dari organisasi perangkat daerah.
Struktur dan kedudukan organisasi BUMD berdiri sendiri

dengan dikelola menggunakan kelaziman dalam dunia
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usaha. Adapun seluruh kekayaan atau sebagian besar
modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pengelolaan Perusahaan Daerah ada di tangan
pengurus Perusahaan Daerah yang bertanggung jawab
kepada kepala daerah, dimana tanggung jawab kepala
daerah adalah sebagai pemilik dan juga pengelola.
Sedangkan BUMD berbentuk perseroan terbatas mengacu
pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, di mana diatur motif profit-oriented
serta tanggung jawab yang jelas terhadap pemegang saham,
komisaris dan direksi PT. Pengurusan perusahaan suatu PT
tidak menjadi tanggung jawab kepala daerah seperti halnya
pada Perusahaan Daerah. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah, bahwa:

Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam
kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada:
a. perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai

pemilik modal,
b. perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai
pemegang saham.

Dengan memperinci target sasarannya, Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) dibedakan menjadi dua kategori, yaitu
sebagai perusahaan daerah yang bertujuan melayani
kepentingan umum di sektor jasa dan sektor usaha.
Meskipun demikian, tujuan pendirian BUMD pada kedua
kategori ini secara jelas terfokus pada peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bagi pemerintah daerah,
pembentukan badan usaha ini menjadi langkah strategis

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama
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dalam situasi di mana masyarakat masih terjebak dalam

lingkaran kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh karena itu,

upaya pemberdayaan diarahkan untuk memberikan
kemampuan dan kemandirian kepada masyarakat serta
institusi mereka. Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 disebutkan

bahwa tujuan pendirian BUMD adalah sebagai berikut:

a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian
daerah;

b. Menyelenggarakan  kemanfaatan @ umum  berupa
penyediaan barang/jasa yang bermutu bagi pemenuhan
hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik,
dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan
yang baik;

c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, pendirian
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memberikan peluang
yang sangat besar bagi pemerintah daerah untuk mencari
berbagai sumber pendapatan guna meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan kekayaan di
wilayahnya. Pendirian BUMD dilandaskan pada beberapa
prinsip mendasar, termasuk optimalisasi potensi ekonomi
daerah untuk menggali dan mengembangkan sumber daya
lokal, menyediakan layanan kepada masyarakat dengan
orientasi mencari keuntungan, melayani kepentingan
publik, serta mencari pendapatan tambahan di luar pajak,
retribusi, dan dana perimbangan yang diberikan oleh
pemerintah pusat. Hal ini bertujuan mendukung

pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat daerah.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah yang menjadi landasan hukum bagi
daerah dalam mengelola kegiatan pemerintahan di daerah,
termasuk kegiatan perekonomiannya berdasarkan asas
otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Konsep otonomi seluas-luasnya ini
merupakan keleluasaan dalam menjalankan kewenangan
yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota untuk mengurus sendiri
rumah tangga pemerintahannya, meningkatkan daya saing
terkait dengan arus globalisasi dan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, kekhususan, serta potensi dan
keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Prinsipnya adalah untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, keberadaan BUMD perlu
dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi
kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan
aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun
sebagai kekuatan perekonomian daerah. Secara garis besar,
berikut adalah prinsip-prinsip dasar pendirian BUMD.

a. Peningkatan PAD. Mendirikan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) diposisikan sebagai lembaga yang
berorientasi pada keuntungan dengan @ tujuan
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui
pembayaran deviden yang akan disalurkan ke kas
daerah. Deviden yang diterima dari BUMD tersebut akan
menjadi sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah
(Pemda), secara otomatis meningkatkan kapabilitas

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam
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mendukung pembangunan di daerah. Keberhasilan
kinerja BUMD diukur berdasarkan sejauh mana
kemampuannya memberikan kontribusi deviden kepada
APBD.

Peningkatan Pelayanan Publik. Pendirian BUMD dapat
juga dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan
kepada publik. Jika tujuannya adalah peningkatan
pelayanan, maka profit bukan menjadi motif operasi
perusahaan. Pendekatan penilaian kinerja keuangannya
dilakukan dengan melihat kemampuannya dalam
melakukan cost recovery dengan tingkat efisiensi serta
kualitas pelayanannya.

Pioneering. Pemerintah daerah terkadang perlu
mengambil langkah untuk terlibat dalam suatu usaha
yang memiliki risiko tinggi, yang mungkin tidak diambil
oleh sektor swasta karena tingkat risikonya yang
signifikan. Risiko ini perlu dihadapi oleh pemerintah
daerah karena, setelah dilakukan evaluasi, bisnis atau
industri tersebut sebenarnya memiliki nilai strategis
yang tinggi. Oleh karena itu, Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) yang didirikan sebagai pelopor mungkin
mengalami kerugian sebagai akibat dari risiko bisnis,
sehingga Pemda harus menyediakan alokasi tambahan
modal untuk menutupi potensi kerugian tersebut.

Prime Mover Ekonomi Daerah. Perusahaan yang
diposisikan sebagai prime mover ekonomi daerah
biasanya bergerak di industri hulu, di mana hasil
produksinya digunakan oleh industri hilir. Dengan
berdirinya industri hulu maka diharapkan akan menjadi

lokomotif tumbuhnya industri hilir sehingga akselerasi
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pertumbuhan ekonomi daerah semakin cepat. Industri
hulu biasanya membutuhkan modal yang besar,
teknologi yang canggih dan sumber daya manusia yang
memiliki kompetensi tinggi.

e. Penghela Ekonomi Lemah. BUMD juga dapat diberi
tanggung jawab untuk memberdayakan pengusaha yang
kurang berkembang dengan tujuan meratakan,
memberikan pendidikan, dan mengembangkan usaha
kecil dan menengah sehingga dapat meningkatkan
kelasnya.

Berdasarkan Pasal 339 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Perusahaan
Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan
terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang
seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen)
sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

BUMD yang berbentuk perseroan dapat mengacu pada
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas. Namun dalam perjalanannya,
BUMD baik perusahaan daerah maupun perseroan sering
mengalami kendala dan berjalan tidak sesuai harapan.
Banyak BUMD mengalami kerugian dan tidak mampu
memberikan kontribusi yang signifikan bagi PAD daerah.
Umumnya permasalahan pengelolaan BUMD khususnya

yang non persero sebagian besar terletak pada persoalan
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SDM dan manajerial. Beberapa permasalahan pokok yang
berkaitan dengan pengelolaan BUMD antara lain:
a. Permasalahan Payung Hukum Pengaturan BUMD

Berkaitan dengan payung hukum pengelolaan
BUMD, masih terjadi tumpang tindih pengaturan
sektoral tentang BUMD antara satu peraturan dengaan
peraturan yang lainya. Tumpang tindih antarperaturan
yang mengatur BUMD dapat dilihat pada: Pertama,
mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
tahun 2003 tentang Keuangan Negara terkait konsep
“kekayaan negara yang dipisahkan” pada BUMN dan
BUMD, sempat menuai perdebatan hingga kini. Meski
perdebatan itu sudah selesai dengan Putusan MK Nomor
48 dan 62/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada tanggal
18 September 2014 terkait uji materiil terhadap Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003
tentang Keuangan Negara, yang tetap menganggap
penyertaan modal yang ada pada BUMN maupun BUMD
merupakan domain keuangan negara. Konsep ini
memang berdampak pada proses dan tata cara
pemeriksaaan keuangan terhadap BUMD.

Kedua, terkait dengan undang-undang
penanaman modal dan investasi. Dengan
diberlakukanya otonomi daerah, maka daerah
mempunyai kewenangan untuk membuka pintu masuk
investasi, baik yang berskala nasional (lokal) maupun
internasional (asing). Berkaitan dengan penyertaan
modal tersebut, diperlukan konstruksi BUMD yang
mampu menjamin hak-hak dan kepentingan pemodal

yang terlibat kerjasama investasi tersebut. Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007
tentang Penanaman Modal, Pasal 5 ayat (2) menyatakan
bahwa penanaman modal asing wajib berbentuk
perseroan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan
perundangan Republik Indonesia.
Permasalahan Manajemen Pengelolaan

Dalam pengelolaan BUMD, permasalahan utama
yang paling sering dihadapi adalah belum seluruh BUMD
menerapkan sistem & pengelolaan perusahaan
berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang
baik atau good corporate governance. Kendala ini muncul
karena struktur dan karakteristik BUMD masih berbeda
antara satu dengan yang lainnya. Visi dan misi masing-
masing BUMD tersebut juga berbeda-beda disesuaikan
dengan karakteristiknya.
Permasalahan SDM

Persoalan sumber daya manusia juga seringkali
menjadi salah satu permasalahan utama pada BUMD.
Umumnya  pengelolaan = BUMD  menjadi  tidak
berkembang karena disebabkan banyaknya personil
yang tidak kompeten di bidangnya. Kondisi ini terjadi
karena lemahnya proses rekruitmen dalam
pembentukan dan penentuan pihak yang mengelola
BUMD. Penentuan jajaran dan personil yang akan
menduduki BUMD, baik yang berbentuk perumda
maupun persero, banyak bersinggungan dengan
kepentingan para pihak, khususnya pihak eksekutif
maupun legislatif. Sudah tidak asing lagi bila kita

mendengar isu bahwa pihak eksekutif dan legislatif
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kerap menitipkan orang-orang tertentu untuk menjadi
bagian dari pengelola BUMD dalam proses rekruitmen.
Permasalahan Pengawasan dan Pembinaan BUMD

Dalam hal pembinaan dan pengawasan kinerja
BUMD, dilakukan berdasarkan jenis BUMD itu sendiri.
Untuk BUMD yang berbentuk Perseoan, pengawasan
dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada dalam
Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 yang
dilakukan oleh dewan komisaris. Sementara untuk
Perumda, proses itu dilakukan dilakukan oleh Dewan
Pengawas. Dalam rangka pembinaan dilaku-kan sesuai
dengan struktur dan organisasi tata pemerintahan di
masing-masing pemerintah daerah.
Permasalahan Restrukturisasi BUMD

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan
optimalisasi peran BUMD diperlukan restrukturisasi
pada pengelolaan BUMD. Restrukturisasi BUMD dapat
dilakukan dengan melakukan inventarisasi terkait
dengan pengelompokan bentuk, jenis, dan karakteristik
BUMD. Banyaknya jumlah dan karekteristik BUMD di
setiap daerah menyebabkan pengelolaan BUMD
cenderung tidak fokus. Dalam rangka menuju lembaga
bisnis yang dijalankan sesuai dengan prinsip good
corporate governance, maka diperlukan beberapa
penyesuaian antara lain; konstruksi bentuk dan status
hukum dari BUMD itu sendiri, SDM, Permodalan, dan

Manajemen.

45



B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan

Penyusunan Norma

Pengertian Asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir,
berpendapat dan bertindak, cita-cita atau hukum dasar. Asas-
asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar
atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun
peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah
prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam
berpikir, berpendapat dan bertindak.

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-
undangan, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip atau
asas-asas baik dalam hal proses maupun dengan materi
muatan. Menurut Hamid S. Attamimi, dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan, ada beberapa pedoman yang
harus dikembangkan untuk memahami asas-asas yang baik
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang
sesuai (algemene beginselen van behorlijke regelgeving). Hal ini
mencakup: Pertama, asas yang terkadung dalam Pancasila
sebagai asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-
undangan; Kedua, asas-asas negara berdasarkan hukum
sebagai asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-
undangan; Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasarkan sistem
konstitusi sebagai asas-asas umum bagi peraturan perundang-
undangan, dan Keempat, asas-asas untuk peraturan
perundang-undangan yang dikembangkan oleh para ahli.

Peraturan Daerah merupakan suatu jenis peraturan
hukum yang termasuk dalam kategori produk hukum daerah.
Dalam kerangka konsep negara, langkah pemerintah daerah

dalam menyusun peraturan daerah harus didukung oleh dasar
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hukum yang solid, sehingga dapat memberikan legitimasi yang
memadai untuk melaksanakan kebijakan dengan tujuan
memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang seimbang.
Dilandasi oleh pemikiran tentang perlunya instrumen yang
membentuk keteraturan dalam kehidupan bersama dalam
masyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka peraturan
perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum untuk
pengaturan perizinan usaha oleh pemerintah daerah perlu
diterapkan.

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan
daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik
(beginselen van behoorlijke wetgeving), juga perlu dilandasi oleh
asas-asas hukum umum (algemene rechtsbeginselen), yang
didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum
(rechtstaat), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan
negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Salah satu asas dalam hukum yaitu asas legalitas juga
mendasari dalam pembentukan produk Undang-undang. Asas
legalitas ini merupakan prinsip Negara Hukum yang sering
dirumuskan dengan ungkapan “Het beginsel van wetmatigheid
van bestuur” yakni prinsip keabsahan pemerintah. Asas juga
merupakan sandaran dalam Pembentukan Perundang-
undangan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
tepatnya pada Bab II Pasal 5, yaitu bahwa dalam membentuk
Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan
pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang

baik, yang meliputi:

47



kejelasan tujuan;

kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
dapat dilaksanakan;

kedayagunaan dan kehasilgunaan;

kejelasan rumusan; dan

NS s b=

keterbukaan.

Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa pembentukan
peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan
mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh cita
negara hukum yang tidak lain adalah Pancasila, yang oleh
Attamimi diistilahkan sebagai bintang pemandu, prinsip negara
hukum dan konstitusionalisme, di mana sebuah negara
menganut paham konstitusi. Lebih lanjut mengenai A. Hamid.
S. Attamimi, mengatakan apabila dihubungkan pembagian atas
asas formal dan materil, maka pembagiannya sebagai berikut:
1. Asas-asas formal yang mencakup:

a. Asas tujuan yang jelas;
b. Asas perlunya pengaturan;
c. Asas organ/lembaga yang tepat;
d. Asas materi muatan yang tepat;
e. Asas dapat dilaksanakan; dan
f. Asas dapat dikenali.
2. Asas-asas materiil yang mencakup:
a. Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma
fundamental negara;
b. Asas sesuai dengan hukum dasar negara;
c. Asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum;

dan
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d. Asas sesuai dengan prinsip pemerintahan berdasarkan
konstitusi.

Pengelolaan penyertaan modal PT. BPR BKK Jawa Tengah
oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas
sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal pemerintah
daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal
pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan.

3. Asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal pemerintah
daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan
nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi
pemanfaatan dana, divestasi serta penyusunan laporan
keuangan pemerintah.

4. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan
pemecahan masalah di bidang penyertaan modal
pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik
Daerah.

5. Asas efisiensi, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah
diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai
batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam
rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
pemerintahan secara optimal.

Selain mendasarkan pada beberapa asas yang
diamanatkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan
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tersebut, peraturan daerah ini juga mendasarkan pada prinsip
Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Penerapan tata kelola
perusahaan yang baik ini ditujukan untuk mencapai tujuan dari
Badan Usaha Milik Daerah; mengoptimalkan nilai Badan Usaha
Milik Daerah agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat;
mendorong pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah secara
profesional, efisien, efektif, dan memberdayakan fungsi dan
meningkatkan kemandirian organ Badan Usaha Milik Daerah;
mendorong agar organ Badan Usaha Milik Daerah dalam
membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi
dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung
jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan
maupun kelestarian lingkungan sekitar; meningkatkan
kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional; dan
meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan
investasi nasional. Beberapa prinsip tersebut di antaranya
yaitu:
1. Transparansi
Transparansi dimaknai sebagai keterbukaan pemerintah
untuk memberikan informasi terkait dengan pengelolaan
sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan
(Mardiasmo, 2002). Prinsip transparansi ini penting untuk
diterapkan dalam pengelolaan perusahaan, yang dalam hal
ini adalah PT. BPR BKK Jawa Tengah untuk mendorong
keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan
keputusan, serta keterbukaan dalam mengungkapkan
informasi yang relevan bagi pihak yang berkaitan mengenai

perusahaan.
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2. Akuntabilitas

Miriam  Budiarjo memaknai akuntabilitas sebagai
pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk
memerintah kepada mereka yang memberi mandat tersebut.
Penerapan prinsip akuntabilitas bagi PT. BPR BKK Jawa
Tengah ini penting untuk mendukung kejelasan fungsi,
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga
pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan
efisien.

Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban ini merupakan tindak lanjut
dari prinsip akuntabilitas. PT. BPR BKK Jawa Tengah
didorong untuk menjalankan perusahaan dengan
mendasarkan pada kesesuaian dalam pengelolaan
perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan
prinsip tata kelola perusahaan yang sehat.

Kemandirian

Penerapan prinsip kemandirian dalam tata kelola
perusahaan yang baik penting untuk diterapkan dalam
rangka mendorong pengelolaan perusahaan dengan cara
profesional tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
Perusahaan didorong untuk dikelola tanpa adanya benturan
kepentingan dari siapapun, serta pengelolaan yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun
pedoman pokok pelaksanaan prinsip tersebut yaitu dengan
menghindari adanya dominasi dalam organ perusahaan;
serta setiap orang dalam perusahaan melaksanakan fungsi
dan tugasnya yang sesuai dengan anggaran dasar dan

peraturan perundang-undangan yang ada.
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5. Kewajaran
Prinsip kewajaran diaktualisasikan ke dalam bentuk
semangat keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak
pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian
dan peraturan perundang-undangan. Pedoman pokok dari
penerapan prinsip kewajaran ini yaitu pemangku
kepentingan bisa memberi masukan dan pendapat serta
mempunyai akses ke informasi perusahaan; pemangku
kepentingan mendapatkan haknya sesuai dengan manfaat
dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan; serta
kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, dalam
pengembangan karir karyawan. Prinsip ini sejalan dengan
asas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah
dijelaskan di atas, yaitu untuk menghindari adanya
perlakuan diskriminasi dengan latar belakang apapun.
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada,
serta Permasalahan yang Dihadapi
1. Praktik Penyelenggaraan
a. Profil PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda)
PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) merupakan
BUMD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa
Tengah /PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda). PT. BPR
BKK Jawa Tengah merupakan konsolidasi atau

penggabungan dari 29 (dua puluh Sembilan) Perusahaan



Daerah/PD. BKK di seluruh wilayah Jawa Tengah
termasuk PD. BKK Purwokerto Selatan. Konsolidasi PD.
BKK menjadi PT BKK Jawa Tengah merupakan bagian
dari proses transformasi PD. BKK menjadi PT. BPR BKK
Jawa Tengah (Perseroda), dalam rangka untuk
menyehatkan, meningkatkan efisiensi dan daya saing,
meningkatkan efektifitas pengawasan serta mempercepat
transformasi PD. BKK menjadi PT. BPR BKK Jawa Tengah
(Perseroda).

Kemudian terjadi perubahan melalui Peraturan
daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 4 tahun 2017 tentang Pembentukan
Perusahaan Perseroan Daerah Perkreditan Rakyat Badan
Kredit Kecamatan Jawa Tengah Pasal 2 berbunyi dengan
Peraturan Dearah ini dibentuk PT. BPR BKK Jawa Tengah
(Perseroda) yang merupakan penggabungan 27 (dua
puluh tujuh) PD BKK di Jawa Tengah. Selanjutnya
berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat,
Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan hasil
penggabungan tersebut telah memenuhi syarat untuk
bertransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat.

Visi PT BPR BKK Jawa Tengah
“Menjadi  bank  yang  terkemuka  dengan
mengutamakan kepuasan nasabah”
Misi PT BPR BKK Jawa Tengah
1) Fokus pada pembiayaan usaha mikro, kecil dan
menengah yang mampu mendorong pertumbuhan

ekonomi daerah Jawa Tengah.

53



2) Memberikan kualitas layanan prima dengan SDM
yang profesional dengan tata kelola atas asas gcg.
3) Berkontribusi laba yang optimal kepada pemerintah

daerah dan para pihak yang berkepentingan

b. Penilaian Kinerja PT.BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda)

PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) merupakan
sebuah badan usaha yang didirikan dan dikelola oleh
pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, dimana tujuan
pendiriannya  tidak hanya  semata-mata  untuk
keuntungan perusahaan, namun juga
mempertimbangkan peran dan kontribusinya terhadap
keuangan daerah dan pembangunan ekonomi daerah.
Sehingga, atas dasar itulah diperlukan penilaian kinerja
dan prospek usahanya dimasa depan sebagai dasar bagi
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam
keputusannya melakukan penyertaan modal daerah.

Penilaian tingkat kesehatan sebagai tolak ukur
kinerja BUMD di Indonesia diatur dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan
bahwa kebermanfaatan dari BUMD dinilai dari sisi
ekonomis/finansial dan non ekonomis. Seperti yang telah
diketahui berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
dijelaskan bahwa bentuk badan hukum BUMD dapat
berbadan hukum perseroan dan perusahaan umum
daerah. Pada BUMD dengan badan hukum berbentuk
perseroan, pengukuran keberhasilannya lebih diukur dari
aspek finansial. Sedangkan, BUMD yang berbadan

hukum perusahaan umum daerah dimana orientasinya
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bukan pada profit sebagai tujuan utama pengukuran
kinerja dan kebermanfaatannya lebih banyak diukur
dengan melihat bagaimana perannya dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat pada barang layanan publik.
Berdasarkan hal tersebut maka, pengukuran kinerja
PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) dianalisis dengan
melihat dari perspektif finansial yang meliputi Return of
Asset (ROA), Cash Ratio (CR) , Non Performing Loan (NPL),
Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)
dan Capital Adequacy Ratio (CAR). Pengukuran dari
perspektif keuangan ini dipilih karena menyesuaikan
bentuk badan hukum perusahaan dan proses operasional
perusahaan, dimana perbankan memiliki kegiatan
operasional pokok berupa menghimpun dan menyalurkan
dana. Berikut merupakan analisis kinerja keuangan pada
PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda).
1) Return Of Asset (ROA)

Analisis ROA secara umum digunakan untuk
menilai kemampuan yang dimiliki oleh manajemen
bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan
total aktiva yang dimiliki setelah disesuaikan dengan
biaya-biaya untuk mendanai aktiva tersebut. Merujuk
pada ketentuan mengenai Surat Keputusan Direksi
Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR tentang Sistem
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan
Rakyat, indikator tingkat kesehatan BPR berdasarkan
penilaian ROA adalah sebagai berikut.
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Tabel 3. Indikator Tingkat Kesehatan Bank
Berdasarkan Penilaian ROA

Persentase Keterangan
>1,215% Sehat
>0,999% s/d < 1,215% Cukup Sehat
29,765% s/d <0,999% Kurang Sehat
<0,765% Tidak Sehat

Sumber: Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia

Berikut adalah perkembangan nilai ROA PT.
BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) selama lima tahun

terakhir dan proyeksinya lima tahun kedepan.

—&—ROA Proyeksi ROA

2.80 2.74
234 234

2019/ 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Sumber: PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda), 2023

Gambar 1. Perkembangan Nilai ROA PT. BPR BKK
Jawa Tengah (Perseroda) Tahun 2019 - 2023 dan
Proyeksinya Tahun 2024 - 2028 (persen)

Berdasarkan data laporan rasio keuangan PT.
BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda), perkembangan
nilai rasio ROA PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda)
selama lima tahun terakhir (2019 - 2023) memiliki
perkembangan yang cukup berfluktuasi, namun
berkecenderungan mengalami peningkatan. Rata-rata
nilai rasio ROA PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda)

selama lima tahun terakhir sebesar 1,5 persen.
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2)

Kemudian, diproyeksikan pada tahun 2024 nilainya
sebesar 2,58 persen dan diperkirakan akan terus
mengalami perbaikan hingga 2028. Nilai ROA ini
merujuk ketentuan Bank Indonesia lebih dari 1,25
persen yang artinya bahwa nilai ROA termasuk dalam
kategori sehat/tidak bermasalah.

Cash Ratio (CR)

Cash Ratio (CR) merupakan rasio yang
digunakan untuk mengukur kemampuan bank
memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar
dengan harta likuid yang dimiliki bank. Merujuk pada
Surat Keputusan Direksi Bank  Indonesia
No.30/12/KEP/DIR tentang Sistem Penilaian Tingkat
Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat, indikator tingkat
kesehatan BPR berdasarkan penilaian CR adalah
sebagai berikut.

Tabel 4. Indikator Tingkat Kesehatan Bank
Berdasarkan Penilaian CR

Persentase Keterangan
>4.05% Sehat
>3,30% s/d < 4,05% Cukup Sehat
>2,55% s/d <3,30% Kurang Sehat
<2,55% Tidak Sehat

Sumber: Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia

Berikut adalah grafik perkembangan nilai CR
PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) selama lima

tahun terakhir dan proyeksinya lima tahun kedepan.
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3)

—&—CR Proyeksi CR

35.00 31.68

30.00

25.00

20.00
15.00
10.00

5.00

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Sumber: PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda), 2023

Gambar 2. Perkembangan Nilai CR PT. BPR BKK
Jawa Tengah (Perseroda) Tahun 2019 - 2023 dan
Proyeksinya Tahun 2024 - 2028 (persen)

Berdasarkan data laporan rasio keuangan PT.
BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda), perkembangan
nilai rasio CR PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda)
selama lima tahun terakhir (2019 - 2023) memiliki
perkembangan yang cukup berfluktuasi. Nilai Cash
Ratio (CR) PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda)
selama lima tahun terakhir memiliki nilai rata-rata
sebesar 25,8 persen dan diproyeksikan akan
mengalami perkembangan seiring dengan perbaikan
kinerja PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda). Nilai
CR ini merujuk ketentuan Bank Indonesia lebih dari
4,05 persen yang artinya bahwa nilai CR termasuk
dalam kategori sehat/tidak bermasalah.
Non Performing Loan (NPL)

Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio
yang digunakan untuk menilai besar atau kecilnya
persentase kredit bermasalah pada suatu bank yang

akibat dari ketidaklancaran nasabah dalam
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melakukan pembayaran angsuran. Berdasarkan pada
Surat Keputusan Direksi Bank  Indonesia
No.30/12/KEP/DIR tentang Sistem Penilaian Tingkat
Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat, indikator tingkat
kesehatan @ BPR  berdasarkan  penilaian NPL
ditunjukan pada tabel berikut.

Tabel 5. Indikator Tingkat Kesehatan Bank
Berdasarkan Penilaian NPL

Persentase Keterangan
< 5% Tidak Bermasalah
> 5% Bermasalah

Sumber: Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia

Selanjutnya adalah grafik perkembangan rasio
NPL PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) selama
lima tahun terakhir dan proyeksinya lima tahun

kedepan.

—&— NPL Proyeksi NPL

18.11

8.96

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Sumber: PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda), 2023

Gambar 3. Perkembangan Nilai NPL PT. BPR BKK
Jawa Tengah (Perseroda) Tahun 2019 - 2023 dan
Proyeksinya Tahun 2024 - 2028 (persen)

Berdasarkan data laporan rasio keuangan PT.

BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda), perkembangan
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4)

nilai rasio NPL PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda)
selama lima tahun terakhir (2019 - 2023) memiliki
perkembangan yang cukup berfluktuasi dengan
kecenderungan meningkat. Nilai NPL pada tahun
2023 cukup tinggi yaitu sebesar 18,11 persen dengan
nilai rata-rata selama lima tahun terakhir sebesar
13.98 persen. Cukup tingginya rasio NPL ini
mengindikasikan bahwa masih banyaknya
permasalahan proses pembayaran pinjaman atau
dengan kata lain masih cukup banyaknya debitur
yang gagal melakukan pelunasan pinjaman sesuai
dengan kesepakatan.

Meskipun demikian pada lima tahun kedepan
yaitu 2024 - 2028 diproyeksikan akan mengalami
penurunan seiring dengan perbaikan kinerja PT. BPR
BKK Jawa Tengah (Perseroda). Nilai NPL ini merujuk
ketentuan Bank Indonesia lebih dari 5 persen yang
artinya termasuk dalam kategori bermasalah dan
perlu mendapatkan perhatian dari manajemen PT.
BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda).

BOPO atau Operational Efficiency Ratio

BOPO atau Operational Efficiency Ratio
merupakan angka atau rasio perbandingan antara
total biaya operasi dengan total pendapatan operasi.
Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi
dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan
operasinya sehingga mampu mencapai kinerja
maksimal. Belanja operasi adalah biaya bunga yang
diberikan pada nasabah sedangkan pendapatan

operasi adalah bunga yang didapatkan dari nasabah.
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Semakin kecil nilai BOPO artinya semakin efisien
perbankan dalam beroperasi.

Berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi
Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR tentang Sistem
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan
Rakyat, indikator tingkat kesehatan BPR berdasarkan
penilaian BOPO ditunjukan pada tabel berikut.

Tabel 6. Indikator Tingkat Kesehatan Bank
Berdasarkan Penilaian BOPO

Persentase Keterangan
<93,52% Sehat
293,52 s/d < 94,72% Cukup Sehat
294,72% s/d <95,92 Kurang Sehat
>95,92 Tidak Sehat

Sumber: Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia

Selanjutnya adalah grafik perkembangan rasio
BOPO PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) selama
lima tahun terakhir dan proyeksinya lima tahun

kedepan.

—&— BOPO Proyeksi BOPO

110.61

86.98 84.96

81.44 2660 7964 8033 8037 79.81 78.96

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Sumber: PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda), 2023

Gambar 4. Perkembangan Nilai BOPO PT. BPR BKK
Jawa Tengah (Perseroda) Tahun 2019 - 2023 dan
Proyeksinya Tahun 2024 - 2028 (persen)
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S)

Berdasarkan data laporan rasio keuangan PT.
BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda), perkembangan
nilai rasio BOPO PT. BPR BKK Jawa Tengah
(Perseroda) selama lima tahun terakhir (2019 — 2023)
memiliki perkembangan yang cenderung menurun.
Penurunan ini menggambarkan bahwa BPR memiliki
efisiensi operasi yang tinggi.

Nilai BOPO pada tahun 2023 cukup tinggi yaitu
sebesar 76,6 persen dengan nilai rata-rata selama
lima tahun terakhir sebesar 88,1 persen. Merujuk
pada ketentuan mengenai Surat Keputusan Direksi
Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR tentang Sistem
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan
Rakyat, proyeksi dan nilai BOPO dari PT. BPR BKK
Jawa Tengah (Perseroda) termasuk dalam kategori
sehat karena persentasenya termasuk ke dalam range
<93,25 persen.

CAR

CAR (Capital Adequacy Ratio) atau Kewajiban
Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) merupakan
rasio kecukupan modal yang menunjukkan
kemampuan bank dalam menyediakan dana yang
digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko
kerugian. Rasio ini penting karena dengan menjaga
CAR pada batas aman berarti juga melindungi
nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan
secara keseluruhan. Semakin besar nilai CAR
mencerminkan kemampuan perbankan yang semakin
baik dalam menghadapi kemungkinan risiko

kerugian.
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Merujuk pada Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia No.30/12/KEP/DIR tentang Sistem
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan
Rakyat, indikator tingkat kesehatan BPR berdasarkan
penilaian CAR ditunjukan pada tabel berikut

Tabel 7. Indikator Tingkat Kesehatan Bank
Berdasarkan Penilaian CAR

Persentase Keterangan
28% Sehat
6,5% s/d < 8% Kurang Sehat
<6,5% Tidak Sehat

Sumber: Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia

Berikut merupakan grafik perkembangan rasio
CAR PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) selama
lima tahun terakhir dan proyeksinya lima tahun

kedepan.

——CAR Proyeksi CAR

43.45

41.69

3549 3682 3724

33.23

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Sumber: PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda), 2023

Gambar 5. Perkembangan Nilai CAR PT. BPR BKK
Jawa Tengah (Perseroda) Tahun 2019 - 2023 dan
Proyeksinya Tahun 2024 - 2028 (persen)
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Berdasarkan data laporan rasio keuangan PT.
BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda), perkembangan
nilai rasio CAR PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda)
selama lima tahun terakhir (2019 - 2023) memiliki
perkembangan yang cenderung meningkat.

Nilai CAR pada tahun 2023 cukup tinggi yaitu
sebesar 41,69 persen dengan nilai rata-rata selama
lima tahun terakhir sebesar 31,36 persen. Merujuk
pada ketentuan mengenai Surat Keputusan Direksi
Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR tentang Sistem
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan
Rakyat, proyeksi dan nilai CAR dari PT. BPR BKK
Jawa Tengah (Perseroda) termasuk dalam kategori
sehat karena persentasenya termasuk ke dalam range
lebih dari 8 persen, yang artinya bahwa PT. BPR BKK
Jawa Tengah (Perseroda) memiliki kemampuan
perbankan yang semakin baik dalam menghadapi

kemungkinan risiko kerugian.

c. Evaluasi dan Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah

Daerah

PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) merupakan
BUMD yang terbentuk dari penggabungan 29 PD. BKK di
Jawa Tengah termasuk PD. BKK Purwokerto Selatan di
dalamnya. PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda)
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan
Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah. Sebelum
tergabung menjadi PT. BPR BKK Jawa Tengah

(Perseroda), Kabupaten Banyumas telah melakukan
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penyertaan modal kepada PD. BKK Purwokerto Selatan
terakhir dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2016 Tentang
Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah
Badan Kredit Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun
2016.

Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten
Banyumas Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyertaan
Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Badan Kredit
Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2016 Pasal 5
bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD
BKK Purwokerto Selatan sampai 2016 secara kumulatif
telah terealisasi sebesar Rp.6.970.000.000,00 (enam
miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah). Kemudian
pada Pasal 6 Peraturan yang sama disebutkan bahwa
pemerintah daerah melakukan penyertaan modal pada
PD BKK Purwokerto Selatan pada Tahun Anggaran 2016
sebesar Rp.5.280.000.000,00 (lima miliar dua ratus
delapan puluh juta rupiah). Sehingga, secara kumulatif
penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Banyumas sebesar Rp.12.250.000.000,00
(dua belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 lampiran VII Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan
Keuangan bahwa pada tahun 2018, proporsi modal
disetor PD BKK Purwokerto Selatan oleh Pemerintah
Kabupaten Banyumas adalah sebesar 49 persen. Sebagai

akibat adanya konsolidasi PD BKK Purwokerto Selatan
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menjadi PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) pada
tahun 2019, proporsi modal disetor berkurang menjadi
3,38 persen.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun
2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit
Kecamatan Jawa Tengah Pasal 12 Ayat (1) bahwa modal
dasar PT BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan
sebesar Rp.924.840.000.000,- (sembilan ratus dua puluh
empat milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah).
Kemudian dilanjutkan pada Ayat (3) bahwa kepemilikan
modal dasar PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda)
terbagi atas daerah provinsi sebesar sekurang-kurangnya
51 persen dan daerah kabupaten/kota sebanyak-
banyaknya sebesar 49 persen.

Berdasarkan hal tersebut Kabupaten Banyumas
memiliki proporsi kewajiban modal disetor sesuai
ketentuan sebesar Rp31.268.840.000,00 (tiga puluh satu
milyar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus
empat puluh ribu rupiah) sehingga komposisinya sebesar
3,38 persen. Namun, sejauh ini penyertaan modal yang
disetorkan oleh  Pemerintah Daerah  Kabupaten
Banyumas baru sebesar Rp.12.250.000.000,00 (dua
belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga
kekurangan modal yang harus disetorkan sebesar
Rp.19.018.840.00,00 (sembilan belas miliar delapan belas

juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
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Sejauh proses pelaksanaannya telah terjadi
perubahan proporsi pemegang saham, dimana pada
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2017 tentang Pembentukan
Perusahaan Perseroan Daerah Perkreditan Rakyat Badan
Kredit Kecamatan Jawa Tengah bahwa terdapat 2 PD BKK
yang tidak masuk penggabungan dikarenakan kondisi
perusahaan tidak sehat. Sehingga, ini mengakibatkan
adanya perubahan jumlah proporsi modal pada
Kabupaten Banyumas menjadi Rp.32.850.000.000,00
(tiga puluh dua milyar delapan ratus lima puluh juta
rupiah) atau dengan proporsi sebesar 3,55 persen. Ini
merupakan kesepakatan bersama para pemegang saham
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-
LB) PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) yang dilaksanakan
pada Tanggal 20 Mei 2022. Merujuk hal tersebut, maka
kekurangan modal yang harus disetorkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Banyumas sebesar
Rp.20.600.000.000,00 (dua puluh milyar enam ratus juta
rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (7) Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan
Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah bahwa dalam hal
modal disetor belum mencapai modal dasar, daerah dan

kabupaten/kota berkewajiban menganggarkan dalam
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APBD Daerah dan APBD Kabupaten/Kota dengan
persetujuan DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan

Diatur dalam Peraturan daerah

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yang pada
dasarnya merupakan delegasi dari peraturan perundang-
undangan, memiliki materi yang terstruktur. Hal ini disebabkan
oleh proses penyusunan peraturan perundang-undang
(undang-undang) yang telah melibatkan studi yang
menggambarkan kebutuhan yang ada dalam undang-undang,
yang kemudian diwujudkan melalui peraturan di tingkat yang
lebih rendah. Terkait dengan keberadaan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD), peraturan ini dibentuk sebagai hasil dari
amanat yang tercantum dalam Pasal 304 Undang-Undang No.
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah
mengalami beberapa kali perubahan terakhir melalui Undang-
Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

Penyertaan modal pada PT. BPR BKK Jawa Tengah yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), yang pada dasarnya merupakan dana masyarakat. Oleh
karena itu, penggunaan dana tersebut harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Salah satu cara
pertanggungjawabannya adalah dengan membandingkan
jumlah modal yang diinvestasikan dalam Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan manfaatnya, baik secara langsung

maupun tidak langsung, untuk kepentingan masyarakat.
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Beberapa implikasi yang diharapkan dari penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan
Modal oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyumas ke PT.
BPR BKK Jawa Tengah antara lain:

Pertama, PT. BPR BKK Jawa Tengah memiliki potensi
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Banyumas, yang akan mendukung penerapan otonomi daerah.
Tujuannya  adalah  untuk  mendukung  pelaksanaan
pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, secara nyata,
dinamis, dan bertanggung jawab dalam konteks otonomi
daerah.

Kedua, PT. BPR BKK Jawa Tengah memiliki potensi untuk
mencapai tujuan perusahaan daerah dengan mengikuti prinsip-
prinsip ekonomi yang sehat. Hal ini diharapkan dapat
meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memajukan
perekonomian di Kabupaten Banyumas, yang pada akhirnya
akan membawa peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat
Banyumas.

Ketiga, PT. BPR BKK Jawa Tengah memiliki potensi untuk
meningkatkan kinerjanya agar dapat bersaing dan berkembang
seiring dengan perkembangan ekonomi nasional. Hal ini karena
PT. BPR BKK Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas juga harus
bersaing dengan perusahaan sejenis yang bekerja dengan
sistem yang menekankan efisiensi dan profesionalisme yang
tinggi.

Implikasi tersebut memiliki keterkaitan, dimana
berdasarkan pasal 304 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
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Daerah disebutkan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan
modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Oleh
karena itu, keberadaan raperda tentang penyertaan modal pada
PT. BPR BKK Jawa Tengah ini jelas jika potensinya besar tentu
saja akan memberikan kontribusi pendapatan yang pada
gilirannya akan kembali digunakan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini memiliki kepastian
terealisasi karena pemanfaatan deviden dari hasil penyertaan
modal akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Selain itu, dalam rangka pengelolaan penyertaan
modal pemerintah daerah pada PT. BPR BKK Jawa Tengah di
samping untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal
penting yang harus diperhatikan adalah timbulnya potensi
kerugian yang akan berpengaruh terhadap pendapatan dan
modal Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan
penerapan manajemen risiko sebagai langkah antisipasi
terhadap munculnya variabel-variabel risiko Penyertaan Modal

pemerintah daerah.
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BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT

Penyusunan produk peraturan perundangan wajib
memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pada
asasnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak
boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka dasar hukum dalam
penyusunan peraturan termasuk di dalamnya peraturan daerah
harus memperhatikan hierarkhi perundang-undngan.

Selain harus memperhatikan hierakhi perundang-undangan,
maka dalam penyusunan peraturan daerah juga harus dilakukan
evaluasi peraturan perundangan yang terkait dengan materi perda
yang disusun. Terhadap rencana penyusunan Perda penyertaan
modal daerah ini, akan diuraikan tentang evaluasi terhadap
peraturan perundang-undang yang memiliki keterkaitan langsung
secara hirarkhi, baik peraturan perundang-undangan di atasnya
sebagai payung hukum yang melandasi dibentuknya peraturan
daerah ini, dan peraturan pelaksanaannya sebagai pedoman
pengaturan materi yang digunakan sebagai isi dari batang tubuh
pada peraturan daerah ini.

A. Konsep Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan
Pada hakikatnya prinsip evaluasi terhadap suatu
peraturan perundang-undangan, yaitu ada atau tidaknya materi
muatan atas rancangan peraturan daerah yang disusun yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi. Berkaitan dengan pembentukan peraturan
perundang-undangan, pemerintah daerah dalam hal ini adalah

kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan

71



daerah dalam melaksanakan wurusan pemerintahannya
diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan daerah
sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan
otonomi daerah.

Kewenangan untuk membentuk peraturan daerah
tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan
bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan
daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan
otonomi dan tugas pembantuan”. Meskipun pemerintah daerah
memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah, ada
keharusan yang wajib dipenuhi, yaitu bahwa peraturan daerah
yang ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi
sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang
telah diatur. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian, peraturan daerah sebagai bagian dari sistem
peraturan perundang-undangan juga tidak boleh bertentangan
dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah
penyusunan peraturan daerah. Pada Pasal 76 Ayat (1a) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
disebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah
dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan
keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau

kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan
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peraturan perundang-undangan. Kemudian dilanjut pada Ayat
(1b), bahwa pemerintahan daerah dilarang membuat kebijakan
yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan
sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara
dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga, berdasarkan hal tersebut peraturan tersebut
bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk
harus menyesuaikan substansi pengaturannya agar tidak
bertentangan dan menyimpang terhadap peraturan yang sudah
diterapkan. Oleh karenanya, Indonesia sebagai negara hukum
yang memiliki hierarki dalam peraturan perundang-undangan
yang cukup ketat, mengharuskan dalam setiap pembentukan
peraturan perundang-undangan baru harus mengacu dan
memperhatikan hierarki peraturan perundangan yang ada dan

berlaku.

. Analisis Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan
Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. BPR BKK Jawa
Tengah (Perseroda) yang dibentuk memiliki keterkaitan dengan
berbagai peraturan perundang-undangan baik secara vertikal
maupun horizontal, hal ini membuat materi muatan yang akan
dituangkan dalam pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah
mempunyai landasan atau derivasi dari beberapa peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga, dalam
penyusunannya perlu dilakukan adanya sinkronisasi dan
harmonisasi dengan peraturan perundangan yang lain yang

relevan sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturannya.
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Hal ini juka terjadi tentu bisa meningkatkan peluang terjadinya
ketidakpastian hukum dan tidak terlaksananya peraturan
perundangan secara efektif dan efisien serta adanya disfungsi
hukum.

Memperhatikan hal tersebut, adapun beberapa peraturan
perundang-undangan yang menjadi dasar/acuan utama dalam
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR BKK

Jawa Tengah, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, sebagai sebuah hukum dasar yang berlaku di
Indonesia menempati hierarki tertinggi dalam tata urutan
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. UUD
Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan peraturan
perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang
paling kuat dibandingkan peraturan perundang-undangan
yang lain, karena merupakan sumber dari segala bentuk
peraturan perundangan di Indonesia. Konsekuensinya
bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang
hierarkinya berada dibawah UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 tidak boleh bertententangan dengannya
termasuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah,
dalam konteks ini termasuk kegiatan penyertaan modal oleh
pemerintah daerah sebagai bentuk pelaksanaan otonomi
daerah, memerlukan payung hukum di tingkat daerah yang

nantinya menjadi dasar pelaksanaannya. Dalam UUD
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Negara Republik Indonesia perihal ini diatur pada Pasal 18
Ayat (6) yang menyebutkan bahwa: “Pemerintahan daerah
berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan
tugas pembantuan”. Sehingga, berdasarkan ketentuan
tersebut untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan, pemerintahan daerah Kabupaten Banyumas
memiliki wewenang dan hak untuk menetapkan peraturan
daerah sebagaimana Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Sehingga, secara konklutif Pasal 18 ayat (6) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
harus dan relevan untuk dicantumkan sebagai salah satu
dasar hukum pada konsideran “mengingat” Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Penyertaan

Modal Daerah pada PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda).

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan Sebagaimana Terakhir Diubah
Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Pada ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan, menyebutkan bahwa bentuk hukum suatu Bank
Perkreditan Rakyat dapat berupa:
a. Perusahaan daerah
b. Koperasi

c. Perseroan Terbatas
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d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan
pemerintah

Kemudian pada Pasal 23 kembali disebutkan bahwa
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hanya dapat didirikan dan
dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum
Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia,
pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama diantara
ketiganya. Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan
bahwa PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) merupakan
sebuah Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk
perusahaan daerah yang dikelola oleh sebuah badan hukum
yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, dimana
seluruh pemiliknya adalah 28 Kabupaten/Kota di Jawa
Tengah termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Bentuk perusahaan daerah dalam konteks ini sesuai
dengan Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah, bahwa perusahaan daerah telah berubah
nomenklaturnya menjadi Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) yang terbagi atas dua jenis yaitu: a). Perusahaan
Umum Daerah dan b).Perseroan Terbatas Daerah. Sehingga,
secara hukum PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda)
merupakan salah satu BPR yang berbentuk Perseroan

Terbatas Daerah.

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara mennyatakan:
Pasal 3 Ayat (7) menjelaskan bahwa surplus penerimaan

negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai
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pengeluaran negara/daerah tahun anggaran berikutnya.

Kemudian dilanjutkan pada Ayat (8) bahwa penggunaan

surplus penerimaan negara/daerah sebagaimana dimaksud

dalam ayat (7) untuk membentuk dana cadangan atau
penyertaan pada Perusahaan Negara/Daerah dan harus
memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD.

Pasal 24

(1) Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/
penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman hibah
dari perusahaan negara/daerah.

(2) Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan
penerimaan pinjaman/hibah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dalam
APBN/APBD.

Ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas
cukup jelas mengatur bahwa pemerintah daerah dapat
memberikan penyertaan modal kepada perusahaan daerah
dengan terlebih dahulu harus dianggarkan dan ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). PT
BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) merupakan salah satu
bentuk investasi daerah yang berbadan hukum perseroan
terbatas daerah yang dibentuk dengan menggabungkan PD.
BKK pada 28 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah oleh
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan dana
APBD.

Dengan demikian, PT. BPR BKK Jawa Tengah
(Perseroda) merupakan perusahaan yang dapat diberikan
penyertaan modal secara legal oleh Pemerintah Kabupaten
Banyumas. Dengan demikian Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
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relevan untuk dijadikan konsideran mengingat dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang
Penyertaan Modal Daerah PT. BPR BKK Jawa Tengah
(Perseroda) Tahun 2025-2028.

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara

Dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan:
“Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan
negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan
daerah”.

Ketentuan tersebut secara jelas dan tegas bahwa
penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah
kepada suatu perusahaan daerah harus ditetapkan dengan
peraturan daerah. Oleh karena itu, penyertaan modal yang
akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada PT. BPR
BKK Jawa Tengah (perseroda) harus ditetapkan melalui
peraturan daerah. Dengan demikian Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara relevan
untuk menjadi konsideran mengingat dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Penyertaan
Modal Daerah PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) Tahun
2025 -2028.

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
penanaman modal sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

78



Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada Pasal 1 Ayat (2)
disebutkan bahwa penanaman modal dalam negeri adalah
kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di
wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh
penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal
dalam negeri. Kemudian pada Ayat (5) dijelaskan bahwa
penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga
negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik
Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal
di wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah daerah
dapat berperan menjadi penanam modal dalam negeri untuk
melakukan penananam modal didalam negeri dengan
menggunakan modal dalam negeri. Dalam hal ini Pemerintah
Kabupaten Banyumas dapat menjadi penanam modal dalam
negeri dengan melakukan penanaman modal pada PT. BPR
BKK Jawa Tengah (Perseroda) dengan menggunakan modal
dalam negeri yakni melalui APBD Kabupaten Banyumas.
Dengan demikian penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyertaan Modal
Pada PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) Tahun 2025 -
2028 memiliki keterkaitan dan tidak bertentangan dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007
Tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
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Pada Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menyebutkan bahwa, dalam hal pendiri adalah
badan hukum negara atau daerah, diperlukan Peraturan
Pemerintah tentang penyertaan dalam Perseroan atau
Peraturan Daerah tentang penyertaan daerah dalam
Perseroan.

Berdasarkan ketentuan diatas diatur bahwa apabila
perseroan terbatas pendirinya adalah sebuah badan hukum
daerah maka diperlukan Peraturan Daerah tentang
penyertaan modal daerah pada perseroan sebagai salah satu
keterangan di dalam akta pendirian perusahaan. Oleh
karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas perlu
menyusun/membentuk peraturan daerah apabila ingin
melakukan penyertaan modal daerah pada perseroan dalam
hal ini adalah PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda).

Dengan demikian penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyertaan Modal
Pada PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) Tahun 2025 -
2028 memiliki keterkaitan dan tidak bertentangan dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir
Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
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2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan
pedoman dalam penyusunan setiap jenis peraturan
perundang-undangan, baik dari aspek materiil atau formil
tidak terkecuali pembentukan peraturan daerah.

Oleh karenanya penyusunan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota harus berpedoman pada undang-undang
ini. Peraturan perundang-undangan yang baik untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat, harus dilaksanakan
dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang
mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk
peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa pembentukan
peraturan  perundang-undangan adalah  pembuatan
peraturan erundang-undangan yang mencakup tahapan
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau
penetapan, dan pengundangan. Kemudian Ayat (8)
menyatakan bahwa peraturan daerah kabupaten/kota
adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan
persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Pasal 14 menjelaskan bahwa materi muatan

Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah
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Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan
serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau
penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan
yang lebih tinggi.

Dengan demikian penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyertaan Modal
Pada PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) Tahun 2025 -
2028 sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan.

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja

Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menyatakan bahwa urusan pemerintahan
konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas
urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan
pilihan. Kemudian dilanjutkan pada Ayat (2) yang
menyatakan bahwa urusan pemerintahan wajib terdiri atas
urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan
dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan
dengan pelayanan dasar.

Pada Pasal 12 Ayat (2) menyebutkan bahwa

penanaman modal merupakan salah satu urusan
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pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan
dasar. Penanaman modal disisi lain merupakan usaha yang
dilakukan pemerintah.

Selanjutnya Pasal 304 mengatur bahwa (1) Daerah
dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) dan/atau BUMD. (2) Penyertaan modal
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau
dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau
BUMD. Ayat (3) menyatakan bahwa penyertaan modal
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 332 Ayat (1) menyebutkan bahwa Sumber Modal
BUMD terdiri atas:

a. penyertaan modal daerah
b. pinjaman

c. hibah; dan

d. sumber modal lainnya.

Kemudian Pasal 333 Ayat (1) bahwa penyertaan modal
daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Ayat (2) bahwa
penyertaan modal daerah dapat dilakukan untuk
pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.

Ketentuan-ketentuan pada pasal-pasal sebelumnya,
memberikan pengaturan secara tegas bahwa salah satu
sumber modal BUMD adalah penyertaan modal daerah.
Adapun penyertaan modal daerah tersebut dapat digunakan
untuk pembentukan BUMD atau penambahan modal BUMD
yang dimana untuk melakukan penyertaan modal tersebut
diperlukan payung hukum berupa peraturan daerah. Oleh

karena itu, rencana Pemerintah Kabupaten Banyumas
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untuk melakukan penyertaan modal kepada PT. BPR BKK
Jawa Tengah (Perseroda) maka diperlukan payung hukum
berupa peraturan daerah.

Dengan demikian penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyertaan Modal
Pada PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) Tahun 2025 -
2028 sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah
Peraturan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah menyebutkan bahwa:
Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa Badan Usaha Milik
Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh daerah
Pasal 2
(1) Kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah
daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang
dipisahkan.

(2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi:
a. penyertaan modal;
b. subsidi;
c. penugasan,;
d. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan; dan
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e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan
modal pada BUMD.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 dan 2 tersebut
kepala daerah memiliki peran sebagai pemegang kekuasaan
pengelolaan  keuangan  daerah. Berkaitan dengan
pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah salah
satunya meliputi penyeraan modal pada BUMD. Dengan
demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas melalui
Bupati dapat melakukan pengelolaan kepemilikan kekayaan
daerah untuk penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 4

(3) BUMD terdiri atas:

a. perusahaan umum daerah; dan
b. perusahaan perseroan daerah.

(4) Kedudukan perusahaan umum daerah sebagai badan
hukum diperoleh pada saat peraturan daerah yang
mengatur mengenai pendirian perusahaan umum
daerah mulai berlaku.

(5) Kedudukan perusahaan perseroan daerah sebagai badan
hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-
undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa perusahaan

umum daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya

dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 4 dan 5 tersebut
PT. BPR BKK Jawa Tengah (Tengah) adalah BUMD yang
sesuai dengan peraturan berbentuk perusahan umum
daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah dan 28 Pemerintah Kabupaten/Kota

di Jawa Tengah dan tidak terbagi atas saham. PT. BPR BKK
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Jawa Tengah (perseroda) memperoleh status badan hukum
pada saat peraturan daerah yang mengatur mengenai

pendirian perusahaan umum daerah mulai berlaku.

Pasal 19
(1) Sumber modal BUMD terdiri atas:
a. penyertaan modal Daerah;
b. pinjaman;
c. hibah; dan
d. sumber modal lainnya.
(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
a. APBD; dan/atau
b. konversi dari pinjaman.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 19 Ayat (1) dan (2)
tersebut diatas bahwa sumber modal pada BUMD adalah
penyertaan modal dari pemerintah daerah, dimana dana
penyertaan modal tersebut berasal dari dana APBD dan
/atau konversi pinjaman. Sehingga, berdasarkan hal
tersebut Pemerintah Kabupaten Banyumas secara hukum
dan peraturan dapat melakukan penyertaan modal kepada
PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) melalui dana APBD.
Pasal 21
(1) Penyertaan modal daerah dilakukan untuk:

a. pendirian BUMD;
b. penambahan modal BUMD; dan
c. pembelian saham pada perusahaan perseroan

Daerah lain.

(5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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Pasal 22

(1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian
BUMD ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan
modal disetor.

(2) Penyertaan modal daerah untuk memenuhi modal dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pengelolaan

keuangan daerah

Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa penyertaan modal
daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan
untuk:

a. pengembangan usaha;

b. penguatan struktur permodalan; dan

c. penugasan Pemerintah Daerah.

Pasal 25 menyatakan bahwa penambahan modal daerah dan
pengurangan modal daerah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 21, 22, 23 dan 25
tersebut diatas secara jelas diatur bahwa penyertaan modal
oleh pemerintah daerah dapat dilakukan untuk
penambahan modal BUMD yang tujuannya untuk
pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan
penugasan pemerintah daerah. Penyertaan modal daerah
tersebut harus ditetapkan dengan Peratuan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah

Kabupaten Banyumas dapat melakukan Penyertaan Modal
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kepada PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) untuk
pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan
penugasan pemerintah daerah melalui peraturan daerah
tentang penyertaan modal.

Dengan demikian penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyertaan Modal
Pada PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) Tahun 2025 -
2028 sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah

10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terkait dengan

penyertaan modal daerah telah diatur dalam beberapa pasal

sebagai berikut:

Pasal 70 ayat (4) menjelaskan bahwa pengeluaran

pembiayaan dapat digunakan untuk:

a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

b. penyertaan modal daerah;

Pasal 78

(1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD
dan/atau badan usaha milik negara.

(2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila
jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran
berkenaan telah ditetapkan dalam perda mengenai

penyertaan modal daerah bersangkutan.
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(3)

(4)

Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan
DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 79

(1)

Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya
tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah
anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi
jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan
Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah
penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal
yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai
penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan
perubahan perda mengenai penyertaan modal yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 84

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:

a.
b.

C.

pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
penyertaan modal daerah;
pembentukan dana cadangan;

pemberian pinjaman daerah; dan/atau

. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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11.

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan diatas,
pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal
daerah dengan menggunakan surplus APBD dimana
pelaksanaan penyertaan modal tersebut dilakukan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan
demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dapat
melakukan Penyertaan Modal kepada PT. BPR BKK Jawa
Tengah (Perseroda) melalui peraturan daerah tentang
penyertaan modal. Sehingga, penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah  Kabupaten Banyumas Tentang
Penyertaan Modal Pada PT. BPR BKK Jawa Tengah
(Perseroda) Tahun 2025 - 2028 sesuai dan tidak
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah Bab Il tentang Anggaran dan Pendapatan
Belanja Daerah bagian Pembiayaan Daerah, ditentukan
bahwa Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk
penyertaan modal daerah. Ketentuan tersebut meliputi:

1) Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal
pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha
milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi.

2) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk
meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan
perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.
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3)

4)

o)

6)

7)

8)

9)

Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat
ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya
tercantum didalam peraturan ini;

Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan
modal berupa investasi surat berharga dan/atau
penyertaan modal berupa investasi langsung.
Penyertaan modal berupa investasi surat berharga
dilakukan dengan cara pembelian saham dan atau
pembelian surat utang.

Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan
dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau
pemberian pinjaman.

Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam
pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir),
penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan
bank atau lembaga keuangan bukan bank.

Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan
investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil
analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan

nilai wajar.

10) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat

dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan
dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan
dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal

daerah bersangkutan.

11) Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah

walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan

oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini
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antara lain telah ada peraturan daerah mengenai
penyertaan modal daerah bersangkutan.

12) Peraturan daerah ditetapkan sebelum persetujuan
bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas
rancangan peraturan daerah tentang APBD.

13) Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan diatas, jelas
diatur bahwa pemerintah daerah diperbolehkan melakukan
penyertaan modal daerah dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dengan demikian, Pemerintah

Daerah Kabupaten Banyumas dapat melakukan Penyertaan

Modal kepada PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) melalui

peraturan daerah tentang penyertaan modal. Sehingga,

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Banyumas Tentang Penyertaan Modal Pada PT. BPR BKK

Jawa Tengah (Perseroda) Tahun 2025 - 2028 sesuai dan

tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah.
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BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Pengantar

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan Pasal 5 huruf dinyatakan bahwa dalam
rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang
baik harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yang salah satunya adalah asas dapat
dilaksanakan. Ketentuan dalam UU tersebut merupakan
bentuk implementasi dan perwujudan dari Teori Keberlakuan
Hukum (Gleding Theory), dimana dalam teori tersebut
dinyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan dapat
dikatakan sah keberlakuannya atau keabsahannya bila dapat
dijustifikasi dari berbagai aspek dan sudut pandang.

Teori tersebut didasari pada pemahaman bahwa kaidah
berlakunya hukum dipengaruhi oleh keberlakuan filosofis,
sosiologis dan yuridis. Sehingga, suatu hukum dapat berlaku
apabila terdapat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.
Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis adalah dasar
justifikasi bagi peraturan perundang-undangan agar peraturan
tersebut tidak hanya ditetapkan sebagai produk dari tindakan
kekuasaan semata, tetapi yang lebih substansial ialah
peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima karena
secara hakiki. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis juga

sebagai dasar dalam mewujudkan materi muatan peraturan


https://peraturan.bpk.go.id/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022
https://peraturan.bpk.go.id/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022

B.

perundangan yang sesuai asas-asas peraturan perundangan
agar tercipta efektivitas peraturan perundang-undangan

didalam masyarakat.

Landasan Filosofis

Suatu norma hukum dikatakan secara filosofis apabila
norma tersebut benar-benar besesuian dengan nilai-nilai
filosofis yang diatur oleh negara (Asshiddigie, 2008). Pada
peraturan  perundang-undangan didalamnya  dikatakan
terkandung atau mempunyai landasan filosofis apabila
rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran
(rerchtvaardiging) yang dapat diterima secara filosofis, di
Indonesia yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung
dalam rumusan Pancasila. Pancasila merupakan landasan
filosofis peraturan perundang-undangan yang merupakan
landasan dasar yang berkaitan dengan ideologi negara.

Di dalam rumusan Pancasila terkandung nilai-nilai
religiusitas Ketuhanan Yang maha Esa, humanitas
kemanusiaan yang adil dan beradap, nasionalitas kebangsaan
dalam ikatan kebhineka-tunggal-ikaan, souverenitas
kerakyatan dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat
Indonesia. Kelima nilai-nilai filosofis tersebut tidak satupun
yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum
yang terdapat dalam berbagai bentuk peraturan perundang-
undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai
landasan hukum tertinggi di Indonesia dalam penentuan arah
dan pengambilan kebijakan pembangunan baik nasional
maupun daerah, maka pembentukan peraturan perundang-

undangan secara filosofis tidak boleh menyimpang dengan UUD
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1945. Salah satu tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana termaktub dalam Alinea IV Pembukaan
UUD 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.
Klausul tersebut dinilai mempunyai keterkaitan yang sangat
erat dengan konsepsi negara kesejahteraan (welfare state),
dimana substansi dari konsep negara kesejahteraan yaitu
mengasumsikan pemerintah dianggap bertanggungjawab dalam
menjamin standar kesejahteraan hidup minimum seluruh
warga negaranya (Sukmana, 2016).

Sebagai negara kesejahteraan, dalam hal ini pemerintah
daerah perlu berperan aktif dalam mengelola dan
mengorganisasi perekonomian yang didalamnya mencakup
tanggung jawab menjamin ketersediaan pelayanan dasar bagi
masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan
(Andersen dalam Triwibowo & Bahagijo, 2006). Oleh karenanya,
pemerintah baik pemerintah pusat dan/atau daerah dituntut
untuk melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan
ekonomi untuk menjamin terciptanya = kesejahteraan
masyarakat negara (Asshiddiqgie dalam Muntoha, 2013).

Selanjutnya, cita-cita negara kesejahteraan yang
terkandung dalam tujuan nasional sebagaimana tercantum
dalam Alenia Keempat UUD 1945, kemudian diterjemahkan ke
dalam berbagai macam kebijakan hukum serta pembentukan
badan-badan tertentu yang turut andil dalam pengendalian dan
stabilitas ekonomi untuk mencapai kesejahteraan umum. Salah
satu bentuknya yaitu adanya Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) pada konteks pemerintah pusat dan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) pada konteks pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan penyertaan modal daerah pada

hakikatnya bahwa setiap usaha dalam menyertakan modal
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daerah pada suatu badan usaha dengan, maksud dan tujuan
untuk memperoleh imbalan tertentu. Imbalan yang berupa bagi
hasil atas penyertaan modal daerah tersebut termasuk dalam
pendapatan daerah yang sah yang nantinya akan dialokasikan
untuk pembiayaan pembangunan daerah. Hal tersebut
merupakan salah satu unsur penting penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam kerangka wilayah untuk mencapai
cita-cita dan tujuan kemakmuran dan kesejahteraan
masyarakat sebagaimana diamanatakan dalam UUD 1945. Oleh
karena itu penyertaan modal daerah perlu dilakukan dengan
berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Secara filosofis penyusunan peraturan daerah ini
diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
melalui usaha peningkatan pendapatan asli daerah sebagai
wujud kemadirian daerah dan sebagai bentuk usaha dalam
rangka merealisasikan program-program pembangunan dalam
bentuk usaha penyertaan modal daerah. Dengan demikian
untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan
perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat,
diperlukan upaya untuk menambah dan memupuk sumber
pendapatan daerah, diantaranya dengan melaksanakan
penyertaan modal. Pengelolaan penyertaan modal pemerintah
daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini
dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai
berikut:

1. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan
pemecahan masalah di bidang penyertaan modal pemerintah
daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas, Badan
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Usaha, Pimpinan Lembaga sesuai fungsi, wewenang, dan
tanggung jawab masing-masing.

2. asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal pemerintah
daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. asas efisiensi, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah
diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai
batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam
rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
pemerintahan secara optimal.

4. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal
pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan.

5. asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal pemerintah
daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan
nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi
pemanfaatan dana, divestasi serta penyusunan laporan

keuangan pemerintah

. Landasan Sosiologis

Berlakunya hukum secara sosiologis hukum yaitu adanya
penerapan norma hukum yang hidup dalam masyarakat yang
dipraktikkan oleh masyarakat karena dipandang baik untuk
kepentingan masyarakat tersebut. Landasan sosiologis
merupakan sebuah pertimbangan dan alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, ini
juga menyangkut fakta empiris perkembangan masalah dan

kebutuhan masyarakat dan negara. Berdasarkan hal tersebut
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maka, setiap materi muatan yang termaktub dalam peraturan
perundang-undangan haruslah mencerminkan norma hukum
yang berlaku di masyarakat dan tuntutan kebutuhan
masyarakat yang sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam
kesadaran hukum masyarakat, kecenderungan maupun
harapan masyarakat (Asshiddiqgie, 2008).

Sebagaimana dikemukakan oleh Rescoe Pound bahwa
hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum
yang hidup di masyarakat (Rasjidi & Shidarta, 1988). Dengan
memperhatikan kondisi semacam ini maka suatu peraturan
perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh
masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Berlakunya otonomi daerah pada sistem pemerintahan di
Indonesia, memberikan kewenangan seluas-luasnya bagi
pemerintah daerah untuk mengurus, mengelola dan
mengorganisir sendiri urusan pemerintahannya diluar perihal
yang menjadi urusan pemerintah pusat. Berlandaskan pada hal
tersebut, implikasinya bahwa pemerintah daerah memiliki
kewenangan untuk membuat suatu kebijakan daerah ataupun
produk hukum/ peraturan perundang-undangan dalam rangka
melaksanakan suatu pembangunan dan memberikan pelayanan
kepada masyarakat berdasarkan asas ekonomi dan tugas
pembantuan.

Salah satu bentuk perwujudan atas kewenangan yang
diberikan kepada pemerintah daerah adalah pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah. Kewenangan ini memberikan
keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menggali, mengelola
dan mengoptimalkan potensi yang ada di daerah sebagai sumber
pendapatan daerah dan mengalokasikannya sesuai dengan

kebutuhan dan program pembangunan daerahnya. Bentuk dari
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usaha pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah
salah satunya adalah dengan melakukan investasi daerah.
Investasi daerah dalam bentuk penyertaan modal daerah pada
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di daerah. Tujuan
dari investasi daerah ini bertujuan untuk memperoleh manfaat
ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pembentukan dan pendirian BUMD memiliki misi dan
tujuan untuk membangun, mengembangkan dan mengelola
potensi ekonomi di daerah sebagai bentuk melaksanakan
pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada
masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan
peningkatan penghasilan bagi pemerintah daerah. Secara
teoritik, BUMD mempunyai peran yang strategis dalam
menggerakkan perekonomian daerah maupun nasional,
mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur ekonomi,
mewujudkan ekonomi yang mandiri, berdaya saing, dan maju
serta mempunyai kepekaan sosial dan lingkungan hidup.
Sehingga dalam praktiknya, pemerintah daerah perlu
melakukan penyertaan modal sebagai bentuk investasi dan
kepemilikan BUMD.

Sesuai dengan konsep otonomi daerah, pengelolaan BUMD
memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah
daerah untuk mencari sumber penghasilan bagi peningkatan
Pendapatan Asli Daerah dari hasil pengelolaan kekayaan
daerahnya. Sehingga, investasi daerah berupa penyertaan modal
pada BUMD merupakan salah satu jalan terbaik dalam konteks

pemberdayaan ekonomi daerah dengan pengelolaan yang
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dilakukan secara profesional. Ini juga, sebagai langkah dalam
mengoptimalkan potensi ekonomi daerah dalam upaya menggali
dan mengembangkan sumber daya daerah, memberikan
pelayanan masyarakat dan mencari keuntungan, melayani
kepentingan publik, dan sebagai upaya dalam mencari sumber
pendapatan lain di luar pajak, retribusi, dan dana perimbangan
dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan fungsi-
fungsi pemerintahan di daerah.

Pemahaman dasar yang harus disepakati bersama bahwa
pertumbuhan  ekonomi  nasional merupakan agregat
pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian untuk
mencapai pertumbuhan nasional, maka pertumbuhan ekonomi
daerah harus didorong secara optimal. Berangkat dari kerangka
berpikir tersebut, maka upaya penyertaan modal pada BUMD
dalam hal ini adalah PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda)
merupakan bagian dari kelengkapan pemerintah daerah dalam
membangun perekonomi masyarakat di wilayahnya, yang pada
akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan demikian, untuk melegalkan kegiatan penyertaan
modal pada PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) yaitu dengan
membuat suatu kebijakan daerah berupa peraturan daerah yang
mengatur tentang penyertaan modal pemerintah daerah sebagai
bentuk investasi daerah dan kewenangan dalam pengelolaan

keuangan daerah.

. Landasan Yuridis

Yuridis berdasarkan pendapat Donald Albert Rumokoy
dan Frans Maramis berarti bahwa peraturan itu telah ditetapkan
menurut tata cara yang sah dan tidak pernah dicabut secara

tegas atau dikesampingkan oleh aturan yang baru (Rumokoy &
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Maramis, 2014). Sehingga berdasarkan hal tersebut, bahwa
Setiap produk peraturan perundang-undangan yang dibuat baik
oleh pemerintah pusat ataupun daerah wajib memenuhi tata
cara yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan
dengan memenuhi asas-asas yang terdapat dalam negara
hukum.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan
yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk telah
mempertimbangkan aturan yang ada, yang akan diubah atau
yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa
keadilan masyarakat. Dengan demikian apabila diterapkan,
maka landasan yuridis adalah landasan hukum (yuridische
gelding) yang menjadi dasar kewenangan (bevoegdheid atau
competentie) pembuatan peraturan perundang-undangan.

Secara Yuridis, berkaitan dengan urusan pemerintah
daerah, dalam UUD 1945 Bab VI Pasal 18 dijelaskan bahwa
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah
kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan
kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Masing-masing
pemerintahan daerah itu mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan. Otonomi yang dimaksud adalah otonomi seluas-
luasnya. Kemudian, ketentuan konstitusional tersebut
dilaksanakan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, maka

penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan
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memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan
pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi
daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan
negara.

Kemudian berkaitan dengan pembentukan peraturan
perundang-undangan, berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan dan tercantum pula pada
Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum
daerah bahwa, landasan yuridis merupakan pertimbangan atau
alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk
untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi
kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang
telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna
menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pada pembentukan peraturan perundang-undangan di
level pemerintah daerah dalam hal ini adalah level kabupaten
harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang
terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
diatasnya yang lebih tinggi. Kewenangan menyusun peraturan
daerah di tingkat kabupaten terletak pada Bupati bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan materi
muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta
memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan
perundang-undangan yang ‘lebih tinggi’.

Landasan yuridis penyusunan Peraturan Daerah

Kabupaten Banyumas tentang Penyertaan Modal Daerah Pada
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PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) Tahun 2025 - 2028

adalah sebagai berikut:

1)

2)

5)

6)

8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan Sebagaimana Terakhir Diubah Dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
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9) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah

10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
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BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran yang akan diwujudkan dengan penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang
Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank
Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah
(Perseroda) Tahun 2025-2028 antara lain pertama, peningkatan
perekonomian daerah. Penyertaan modal pada sektor-sektor
strategis dapat memacu perkembangan industri, pariwisata,
pertanian, atau UMKM, sehingga menciptakan lapangan kerja,
meningkatkan pendapatan daerah, dan menarik investasi lebih
lanjut. Dengan modal yang cukup, perusahaan daerah atau
BUMD akan meningkatkan kualitas produk dan layanannya
serta bersaing di pasar yang lebih luas. Kedua, peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Investasi pada BUMD dapat
menyerap tenaga  kerja lokal, menurunkan angka
pengangguran, dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Peningkatan akses modal dengan Raperda bisa mengatur skema
pembiayaan dan kemudahan akses modal bagi pelaku usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mendorong inovasi dan
kewirausahaan di daerah.

Selain itu, Raperda tentang Penyertaan Modal ini juga
bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Dengan regulasi yang jelas, pengelolaan dana penyertaan modal
bisa lebih transparan dan terhindar dari penyalahgunaan.

Raperda dapat mengatur struktur organisasi, tanggung jawab,
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dan mekanisme pengawasan BUMD, sehingga pengelolaannya

menjadi lebih profesional dan efisien.

. Ruang Lingkup dan Materi Muatan.

Jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Penyertaan
Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan
Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda)
Tahun 2025-2028 ini adalah sebagai landasan hukum bagi
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal
pada PT. BPR BKK Jateng (Perseroda). Dalam rangka
pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan
penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik
Daerah, perlu didukung dengan struktur permodalan yang
kuat. Raperda tentang Penyertaan Modal diarahkan untuk
mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, yaitu
peningkatan  perekonomian daerah dan kesejahteraan
masyarakat. Oleh karena itu, Raperda ini mengatur penyertaan
modal secara selektif dan terarah pada PT. BPR BKK Jateng
(Perseroda) yang memiliki potensi wuntuk mendorong
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

Selain itu, Raperda ini juga harus mendorong tata kelola
perusahaan yang baik, agar pengelolaan dana penyertaan modal
dapat lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Ketentuan
penyertaan modal tentu berlandaskan kepada UU Pemerintahan
Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan UU Cipta Kerja,
UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU
Penanaman Modal, UU Perseroan Terbatas, PP Badan Usaha

Milik Daerah, dan lain-lain.
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C. Materi Yang Akan Diatur
Ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang
Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank
Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah
(Perseroda) Tahun 2025-2028 disusun sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum memuat batasan pengertian
atau definisi, singkatan/akronim yang dituangkan dalam
batasan pengertian atau definisi, dan atau hal-hal lain yang
bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal
berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas,
maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam
pasal atau bab. Pemberian batasan pengertian atau
pendefinisian dari suatu istilah dalam suatu undang-
undang dimaksudkan untuk membatasi pengertian atau
untuk memberikan suatu makna bagi istilah yang
digunakan dalam undang-undang.

Istilah dan batasan pengertian atau definisi yang perlu
diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas tentang Penyertaan Modal Daerah pada
Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit
Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda) Tahun 2025-2028
sebagai berikut:

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.
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Bupati adalah Bupati Banyumas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya  disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
Penyertaan modal daerah yang selanjutnya disebut
penyertaan modal adalah bentuk investasi langsung
Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah
atau Badan Usaha Milik Daerah lain, berupa
penempatan sejumlah dana dan/atau aset dalam jangka
panjang dengan mendapat hak kepemilikan, guna
memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat
lainnya.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan
Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda) yang
selanjutnya disebut PT. BPR BKK Jateng adalah adalah
Lembaga perbankan yang modal disetornya dimiliki oleh
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah
Kabupaten/Kota se-dawa Tengah kecuali Kabupaten
Klaten dan Kabupaten Temanggung.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran daerah.

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan pemerintah.
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2. Asas, Maksud, dan Tujuan

Penyertaan modal dilaksanakan dengan berdasarkan
asas kepastian hukum; akuntabilitas; kepastian nilai;
fungsional; dan efisiensi. Adapun maksud ditetapkannya
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada
Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit
Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda) Tahun 2025-2028
adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah
dalam melaksanakan penyertaan modal pada PT. BPR BKK
Jateng.

Lebih lanjut, tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah
ini adalah meningkatkan kemampuan operasional PT. BPR
BKK Jateng (Perseroda); meningkatkan pendapatan asli
daerah; meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

3. Penyertaan Modal

Bab ini secara substantif memuat penyertaan modal
pada PT. BPR BKK Jateng ditetapkan dengan Peraturan
Daerah. Acuan utama dalam penyusunan materi muatan ini
adalah merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah. Penyertaan modal pada
PT. BPR BKK Jateng dapat berbentuk uang dan/atau
barang. Penyertaan modal dalam bentuk uang, bersumber
pada APBD yang dialokasikan pada pos anggaran
pengeluaran pembiayaan. Penyertaan modal dalam bentuk
barang dapat berupa tanah dan/atau bangunan; dapat pula

berupa selain tanah dan/atau bangunan. Selain itu,
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penyertaan modal dalam bentuk barang dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun penyertaan modal Pemerintah Daerah pada
PT. BPR BKK Jateng sampai dengan Tahun 2023 telah
terealisasi sebesar Rp12.250.000.000,00 (dua belas milyar
dua ratus lima puluh juta rupiah).

Lebih lanjut, dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah
Daerah melakukan penyertaan modal ke dalam PT. BPR BKK
Jateng dalam kurun waktu tahun 2025 sampai dengan
tahun 2028 sebesar Rp20.600.000.000,00 (dua puluh milyar
enam ratus juta rupiah). Jumlah penyertaan modal tersebut
akan diberikan setiap tahunnya sebesar:

a. Rp5.600.000.000,00 (lima milyar enam ratus juta
rupiah) pada Tahun 2025, yang dialokasikan untuk:
Tabel 8. Alokasi Penyertaan Modal tahun 2025

No Alokasi Modal 2025

% Rp. Keterangan

1 | Ekspansi Kredit

a. Kredit Modal Kerja 42,75 2.394.000.000 | Penyaluran Produk Kredit BKK

rumah tinggal

Agro, BKK Sinden, Kredit
UMKM BKK

b. Kredit Investasi 14,50 812.000.000 | Penyaluran Produk Kredit BKK
Bahari, BKK Agro

c. Kredit Konsumtif 22,75 1.274.000.000 | Penyaluran Kredit Personal

Loan bagi PNS dan Swasta,
Kredit BKK Joglo untuk
kepemilikan atau renovasi

2 | Mengembangkan 5,00 280.000.000 | Pengembangan produk inti
produk dan layanan dan jasa layanan bank sesuai
baru dengan rencana bisnis bank

3 | Perluasan Jaringan -

Kantor

4 Pengadaan Aktiva 5,00 280.000.000 | Belanja Aktiva Tetap dan

Tetap Inventaris , serta peremajaan
Aset Kendaraan Tahun 2025

5 | Pengembangan 10,00 560.000.000 | Migrasi Core Banking System

teknologi
100,00 | 5.600.000.000

110




b. Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) pada Tahun

2026, yang dialokasikan untuk:

Tabel 9. Alokasi Penyertaan Modal tahun 2026

No

Alokasi Modal

2026

%

Rp.

Keterangan

1

Ekspansi Kredit

a. Kredit Modal Kerja 46,25 2.312.500.000 | Penyaluran Produk Kredit
BKK Agro, BKK Sinden,
Kredit UMKM BKK
b. Kredit Investasi 11,00 550.000.000 | Penyaluran Produk Kredit
BKK Bahari, BKK Agro
c. Kredit Konsumtif 22,75 1.137.500.000 | Penyaluran Kredit Personal
Loan bagi PNS dan Swasta,
Kredit BKK Joglo untuk
kepemilikan atau renovasi
rumah tinggal
2 Mengembangkan 2,00 100.000.000 | Pengembangan produk inti
produk dan layanan dan jasa layanan bank sesuai
baru dengan rencana bisnis bank
3 Perluasan Jaringan 3,00 150.000.000 | Perluasan Jaringan Kantor
Kantor melalui Agency Bank
4 | Pengadaan Aktiva 5,00 250.000.000 | Belanja Aktiva Tetap dan
Tetap Inventaris , serta peremajaan
Aset Kendaraan Tahun 2026
5 | Pengembangan 10,00 500.000.000 | Peningkatan kualitas
teknologi jaringan antar kantor cabang
dengan Metro-E
100 5.000.000.000

C.

2027, yang dialokasikan untuk:

Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) pada Tahun

Tabel 10. Alokasi Penyertaan Modal tahun 2027

o 2027
No Alokasi Modal (%) Rp. RECraee
1 Ekspansi Kredit
a. Kredit Modal Kerja 47,50 2.375.000.000 | Penyaluran Produk Kredit
BKK Agro, BKK Sinden,
Kredit UMKM BKK
b. Kredit Investasi 12,50 625.000.000 | Penyaluran Produk Kredit
BKK Bahari, BKK Agro
c. Kredit Konsumtif 22,00 1.100.000.000 | Penyaluran Kredit Personal
Loan bagi PNS dan Swasta,
Kredit BKK Joglo untuk
kepemilikan atau renovasi
rumah tinggal
2 Mengembangkan 5,00 250.000.000 | Pengembangan produk inti
produk dan layanan dan jasa layanan bank sesuai
baru dengan rencana bisnis bank
3 Perluasan Jaringan -
Kantor
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No

Alokasi Modal

2027

(%)

Rp.

Keterangan

Pengadaan Aktiva
Tetap

3,00

150.000.000

Belanja Aktiva Tetap dan
Inventaris , serta peremajaan
Aset Kendaraan Tahun 2026

Pengembangan
teknologi

10,00

500.000.000

Peningkatan kualitas dan
jumlah  perangkat server
untuk peningkatan layanan
core banking system, serta
pengembangan layanan
digital banking

100

5.000.000.000

d. Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) pada Tahun

2028, yang dialokasikan untuk:
Tabel 11. Alokasi Penyertaan Modal tahun 2028

q 2028
No Alokasi Modal (%) Rp. T
1 Ekspansi Kredit
a.Kredit Modal Kerja 45,15 2.257.500.000 | Penyaluran Produk Kredit BKK
Agro, BKK Sinden, Kredit
UMKM BKK
b. Kredit Investasi 10,85 542.500.000 | Penyaluran Produk Kredit BKK
Bahari, BKK Agro
c. Kredit Konsumtif 24,00 1.200.000.000 | Penyaluran Kredit Personal
Loan bagi PNS dan Swasta,
Kredit BKK Joglo untuk
kepemilikan atau renovasi
rumah tinggal
2 Mengembangkan 2,00 100.000.000 | Pengembangan produk inti dan
produk dan jasa layanan bank sesuai
layanan baru dengan rencana bisnis bank
3 Perluasan -
Jaringan Kantor
4 Pengadaan Aktiva 10,00 500.000.000 | Belanja Aktiva Tetap dan
Tetap Inventaris , serta peremajaan
Aset Kendaraan Tahun 2026
5 Pengembangan 8,00 400.000.000 | Peningkatan kualitas jaringan
teknologi dan infrastruktur DRC
100 | 5.000.000.000

Kemudian besaran jumlah alokasi penyertaan modal

tahunan yang telah ditetapkan setiap tahunnya, dapat

disesuaikan atau menyesuaikan kemampuan keuangan

daerah pada tahun anggaran berjalan. Penyesuaian tersebut

dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan batas

waktu penyertaan modal yang telah ditentukan selama 4

(empat) tahun dimulai dari Tahun 2025 sampai Tahun 2028.
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4. Penganggaran dan Realisasi Penyertaan Modal
Bab ini secara substantif memuat penyertaan modal
pada PT. BPR BKK Jateng yang ditetapkan dalam APBD
tahun anggaran berkenaan dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah. Realisasi dana penyertaan
modal pada PT. BPR BKK Jateng yang telah dianggarkan
dalam APBD setiap tahun berkenaan, dapat dilaksanakan
setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
penyertaan modal yang dimaksud. Untuk realisasi dana
penyertaan modal pada PT. BPR BKK Jateng dilakukan
dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah pada
kode rekening pengeluaran jenis penyertaan modal ke PT.
BPR BKK Jateng.
5. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
Bab ini secara substantif memuat penatausahaan dan
pertanggungjawaban terhadap kegiatan penyertaan modal.
Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan
penyertaan modal pada PT. BPR BKK Jateng dilaksanakan
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan
Bab ini secara substantif memuat pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan
penyertaan modal agar dapat berjalan dengan efektif. Dalam
hal ini Bupati Banyumas yang melakukan pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan
penyertaan modal. Dalam melakukan pembinaan dan
pengendalian, Bupati dapat dibantu oleh Tim Pembina dan

Pengendali. Serta dalam melakukan pengawasan penyertaan
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modal, Bupati dapat dibantu oleh pejabat pada Pemerintah
Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
7. Evaluasi
Bab ini secara substantif memuat evaluasi terhadap
pelaksanaan penyertaan modal yang dilakukan oleh Bupati.
Lebih lanjut, evaluasi terhadap pelaksanaan penyertaan
modal tersebut, juga dilaksanakan oleh pejabat Pemerintah
Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan BUMD.
8. Sanksi
Sanksi merupakan bagian penutup yang penting
dalam penormaan hukum. Pada umumnya tidak ada
gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-
larangan bagi warga dalam peraturan perundang-undangan,
apabila aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan. Bab
ini secara substantif memuat penyalahgunaan keuangan
terhadap penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah Penyertaan Modal dikenakan sanksi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Ketentuan Penutup

Pada bagian akhir dalam Bab ini adalah menjelaskan
terkait dengan ketentuan penutup dalam kaitan penyusunan
rancangan peraturan daerah yang dikaji dalam dokumen
Naskah Akademik. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat
ketentuan mengenai: penunjukkan organ atau alat kelengkapan
yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan; nama
singkat Peraturan Perundang-undangan; status Peraturan
Perundang-undangan yang sudah ada; dan saat mulai berlaku

Peraturan Perundang-undangan.
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Secara operasional pengaturan mengenai ketentuan
penutup dalam kajian naskah akademik Raperda Kabupaten
Banyumas tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan
Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan
Jawa Tengah (Perseroda) Tahun 2025-2028 ini diakhiri dengan
materi muatan tentang ketetapan bahwa peraturan daerah ini
akan berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Banyumas.
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BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis dalam mnaskah akademik ini,
argumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas terkait
dengan penyertaan modal daerah pada PT. BPR BKK Jateng
dapat diidentifikasi sebagai bentuk manifestasi yang bersumber
dari landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Penyertaan modal
ini dianggap sebagai investasi jangka panjang oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Banyumas untuk memperluas modal yang
telah disetor dan/atau menambah penyertaan modal guna
memperkuat struktur permodalan. Hal ini bertujuan agar PT.
BPR BKK Jateng dapat meningkatkan daya saingnya, tumbuh,
dan berkembang. Mengingat hal tersebut, pengaturan terkait
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPR BKK
Jateng dalam suatu Peraturan Daerah dianggap sebagai
kebutuhan mendesak yang harus segera diimplementasikan.
Selain itu, merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 41 ayat (5) menyatakan
bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan

negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.

B. Rekomendasi
Atas beberapa simpulan di atas, dapat disampaikan saran
agar pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah ini nantinya
dapat dilaksanakan secara optimal, yaitu diharapkan dengan
adanya Naskah Akademik ini, dapat dipergunakan sebagai
acuan dalam penyusunan dan pembahasan Raperda tentang

Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR BKK Jawa Tengah
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(Perseroda) Tahun 2025-2028 sehingga dapat segera diproses
dan dibahas untuk menjadi Peraturan Daerah.

Dalam upaya untuk meningkatkan profitabilitas PT. BPR
BKK Jawa Tengah (Perseroda), Pemerintah Daerah Kabupaten
Banyumas sebagai salah satu pemilik perlu merencanakan
langkah-langkah sesuai dengan peraturan daerah tentang
penyertaan modal. Langkah-langkah ini harus mematuhi
peraturan perundang-undangan dan memperhatikan
kepentingan pihak terkait. Pemerintah juga disarankan untuk
melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan
terkait guna memastikan keterpaduan dan keselarasan secara
vertikal dan horizontal.

Terkait dengan persyaratan penyetoran modal yang
bersifat mengikat baik pada saat pendirian maupun untuk
memenuhi kebutuhan modal PT. BPR BKK Jawa Tengah
(Perseroda) dalam rangka perluasan layanan, Pemerintah
Daerah Kabupaten Banyumas berkomitmen untuk
menyediakan penyertaan modal bagi PT. BPR BKK Jawa Tengah
(Perseroda). Oleh karena itu, direkomendasikan untuk
menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang
Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR BKK Jawa Tengah
(Perseroda).

. Sistematika Konsep Awal Rancangan Peraturan Daerah

Judul Rancangan Peraturan Daerah

Konsideran

Diktum

BAB L. KETENTUAN UMUM

BAB II. ASAS, MAKSUD, TUJUAN
BAB III. PENYERTAAN MODAL
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BAB IV.

BAB V.

BAB VL

BAB VII.

BAB VIII.

BAB IX.

PENGANGGARAN DAN REALISASI
PENYERTAAN MODAL
PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN
PENGAWASAN

EVALUASI

SANKSI

KETENTUAN PENUTUP
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LAMPIRAN



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN JAWA TENGAH
(PERSERODA)

TAHUN 2025 — 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha,
penguatan struktur permodalan dan penugasan
Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD), perlu didukung dengan struktur
permodalan yang kuat;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat
(5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan
Peraturan Dearah tentang Penyertaan Modal Daerah
pada Badan Usaha Milik Daerah;

c. bahwa dalam rangka kepemilikan saham Pemerintah
Kabupaten Banyumas pada Perseroan Terbatas
Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan
Jawa Tengah (Perseroda) dan dalam rangka turut
serta dalam menumbuhkan perekonomian daerah,
perlu dilakukan penambahan modal di Perseroan
Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit
Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda) pada tahun
2025-2028;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan
Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank
Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa
Tengah (Perseroda) Tahun 2025 — 2028;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017

tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6173).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Menetapkan :

dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN
JAWA TENGAH (PERSERODA) TAHUN 2025-2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Banyumas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Penyertaan modal daerah yang selanjutnya disebut
penyertaan modal adalah bentuk investasi langsung
Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau
Badan Usaha Milik Daerah lain, berupa penempatan
sejumlah dana dan/atau aset dalam jangka panjang



dengan mendapat hak kepemilikan, guna memperoleh
manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

7. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit
Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda) yang selanjutnya
disebut PT. BPR BKK Jateng adalah adalah Lembaga
perbankan yang modal disetornya dimiliki oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-
Jawa Tengah kecuali Kabupaten Klaten dan Kabupaten
Temanggung.

8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran daerah.

9. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah.

BAB II
ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2
Penyertaan modal dilaksanakan dengan berdasarkan asas:
kepastian hukum,;
akuntabilitas;
kepastian nilai;
fungsional;
efisiensi.

°po o

Pasal 3

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah
sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan penyertaan modal pada PT. BPR BKK
Jateng;

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
a. meningkatkan kemampuan operasional PT. BPR BKK

Jateng;

b. meningkatkan pendapatan asli daerah;
c. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;

d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 4
(1) Penyertaan modal pada PT. BPR BKK Jateng dapat
berbentuk uang dan/atau barang.



(2) Penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), bersumber pada APBD yang
dialokasikan pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan.

(3) Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. tanah dan/atau bangunan;
b. selain tanah dan/atau bangunan

(4) Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPR BKK

Jateng sampai dengan Tahun 2023 telah terealisasi sebesar
Rp12.250.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus lima puluh
juta rupiah;

Pasal 6

(1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah
melakukan penyertaan modal ke dalam PT. BPR BKK
Jateng dalam kurun waktu Tahun 2025 sampai dengan
Tahun 2028 sebesar Rp20.600.000.000,00 (dua puluh
milyar enam ratus juta rupiah)

(2) Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) akan diberikan setiap tahun sejumlah:

a. Rp5.600.000.000,00 (lima milyar enam ratus juta
rupiah) pada Tahun 2025;
b. Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) pada Tahun

2026;

c. Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) pada Tahun
2027;

d. Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) pada Tahun
2028.

(3) Besaran alokasi penyertaan modal tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan
kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran
berjalan.

(4) Penyesuaian besaran jumlah penyertaan modal tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
tetap memperhatikan ketentuan batas waktu penyertaan
modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
PENGANGGARAN DAN REALISASI
PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

(1) Penyertaan modal pada PT. BPR BKK Jateng ditetapkan
dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

(2) Realisasi dana penyertaan modal pada PT. BPR BKK
Jateng yang telah dianggarkan dalam APBD setiap tahun
berkenaan dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya
Peraturan Daerah ini.



(3) Realisasi dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dilakukan dengan cara pemindahbukuan
dari Kas Umum Daerah pada kode rekening pengeluaran
jenis penyertaan modal ke PT. BPR BKK Jateng.

BAB V
KEWAJIBAN DAN HAK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8
(1) Pemerintah Daerah wajib menyerahkan dana penyertaan
modal sejumlah dan jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6.
(2) Pemerintah Daerah berhak mendapatkan manfaat sesuai
dengan ketentuan yang berlaku

BAB VI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Bupati melakukan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal.

(2) Dalam  melakukan pembinaan dan  pengendalian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat
dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendali.

(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Bupati dapat dibantu oleh pejabat pada
Pemerintah Daerah  yang  melaksanakan fungsi
pengawasan.

BAB VII
EVALUASI

Pasal 10

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
penyertaan modal.

(2) Evaluasi terhadap pelaksanaan penyertaan modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
fungsi pembinaan BUMD.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 11
Penyalahgunaan keuangan terhadap penyertaan modal
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal
PENJABAT BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYONO SAPUTRO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

JUNAIDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024 NOMOR



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK

PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN JAWA TENGAH
(PERSERODA)

TAHUN 2025 - 2028

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang, pemerintah daerah memiliki kewenangan
untuk mengelola dan menggali sumber-sumber keuangannya sendiri sesuai
kewenangannya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
melalui pengelolaan dan pemanfaatan berbagai potensi yang ada. Sedangkan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan
memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya.
Pengelolaan investasi pemerintah daerah memerlukan dasar hukum yang
ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin
terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan investasi pemerintah
daerah. Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah
daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan
daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten
Banyumas bermaksud melakukan penanaman modal pada pada PT. BPR BKK
Jateng untuk memenuhi kewajiban modal, dengan tujuan meningkatkan
kemampuan operasional PT. BPR BKK Jateng, meningkatkan pendapatan asli
daerah, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, dan meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011, ditegaskan bahwa investasi Pemerintah Daerah, termasuk di
dalamnya penyertaan modal pada PT. BPR BKK Jateng dapat dianggarkan
apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka penyertaan modal daerah pada
Badan Usaha Milik Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan:

Pasal 3

a. asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah

harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal

pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

. asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah

harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai
penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana,
divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah.

. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan

masalah di bidang penyertaan modal pemerintah daerah
dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah.

. asas efisiensi, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah

diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-
batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka
menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan
secara optimal.

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Ayat (4):

Pasal 5

Huruf a :

Cukup jelas.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan selain tanah dan/ atau bangunan adalah
barang milik daerah yang tidak berupa tanah dan/atau bangunan
seperti kendaraan dan peralatan/mesin.

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.



Pasal 12
Cukup jelas.
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